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v
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Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya 
publikasi Statistik Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2019. Dalam publikasi 
ini, disajikan sekilas tentang berbagai indikator 
penting untuk kebutuhan perencanaan dan 
evaluasi pembangunan di Provinsi NTB. Publikasi 
ini menyajikan data yang sebagian besar 
merupakan data hasil sensus atau survei yang 
dilakukan BPS. Penyajiannya juga disertai dengan 
analisis deskriptif dari tabel atau grafik yang 
disajikan.

Publikasi Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Tahun 2019 juga dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi dan 
sekaligus melengkapi publikasi lain yang sudah ada. Dengan terbitnya publikasi ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran makro tentang kondisi sosial ekonomi 
Provinsi NTB secara komprehensif, valid, dan up to date. Publikasi ini merupakan 
bagian dari pelayanan kepada publik untuk memberikan informasi hasil dari 
berbagai kegiatan perstatistikan yang dilaksanakan oleh BPS.

Kritik dan saran untuk menyempurnakan publikasi berikutnya sangat kami 
harapkan dari berbagai pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Statistik Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Mataram,  September 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Suntono
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Bab I

Geografi dan Iklim
Sumbawa merupakan pulau terbesar di NTB dengan luas 

mencapai 76,6% dari luas wilayah Provinsi NTB“ “

Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi NTB Dirinci Menurut Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.124,48 
km2 dan terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau 
Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau 
kecil. Dari 421 pulau yang ada di NTB, hanya 40 
pulau yang dihuni oleh penduduk sedangkan 
sisanya merupakan pulau tidak berpenghuni.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak 
pada 115046’–11905’ Bujur Timur dan 8010’–905’ 
Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi 
yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 
terletak di antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. NTB mendapat julukan sebagai 
“Bumi Gora (Gogo–Rancah)” artinya bumi yang 
dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun 
di daerah basah.

Berdekatan dengan Bali, NTB juga memiliki 
kekayaan alam yang potensial untuk tujuan wisata 
baik nasional maupun internasional. Dalam hal 
pariwisata ada simbiosis mutualisme antara Bali 
dengan NTB. Banyak tujuan wisata menarik yang 
ada di Provinsi NTB yang tidak kalah dengan wilayah 
lain, seperti Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai 
Kuta Mandalika, Gunung Rinjani, Bukit Sembalun, 
Air Terjun Benang Kelambu, dan masih banyak lagi. 
Sekarang ini, para wisatawan telah dimudahkan 
untuk mencapai daerah tujuan wisata di Provinsi 
NTB dengan ditunjangnya sarana dan prasarana 
yang memadai. Dengan berdirinya Bandara 
Internasional Lombok yang bertempat di Praya, 
Lombok Tengah, kunjungan wisata ke NTB semakin 
meningkat setiap tahunnya.

Kabupaten/Kota Luas (km2) Persentase
(1) (2) (3)

Lombok Barat 1 053,87 5,24
Lombok Tengah 1 169,58 5,81
Lombok Timur 1 605,55 7,98
Sumbawa 6 643,98 33,01
Dompu 2 320,00 11,53
Bima 4 389,40 21,81
Sumbawa Barat 1 849,02 9,19
Lombok Utara 809,53 4,02
Kota Mataram 61,30 0,30
Kota Bima 222,25 1,10
NTB 20 124,48 100,00

Sumber: Kanwil BPN Provinsi NTB

Tabel 1.2 Banyak Pulau Berpenghuni dan Tidak 

Kabupaten/Kota Luas (km2) Persentase
(1) (2) (3)

Lombok 27 173
Sumbawa 13 208
NTB 40 381

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi NTB

Kabupaten 
Sumbawa 

merupakan 
kabupaten terluas 

dengan luas  
wilayah mencapai 33,01% 

dari luas keseluruhan Provinsi 
NTB.

Kabupaten/Kota, 2018

Berpenghuni Menurut Pulau Utama, 2018
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Bab I

Geografi dan Iklim
Suhu udara di Kota Bima lebih tinggi daripada di Kota 

Mataram.“ “

Sebagaimana musim di Indonesia pada 
umumnya, NTB juga hanya mengalami dua musim, 
yaitu musim hujan dan kemarau. NTB terdiri dari 
gugusan pegunungan dan memiliki hutan yang luas, 
utamanya di Pulau Sumbawa. Di beberapa daerah 
NTB hutannya merupakan jenis hutan hujan tropis. 
Hutan jenis ini kaya akan flora dan fauna, serta 
sebagai salah satu penyimpan cadangan air. Kontur 
perbukitan di sebagian wilayah NTB berpotensi 
menjadi daerah rawan banjir dan longsor untuk 
diantisipasi. Namun kontur perbukitan ini pula 
yang memiliki potensi untuk perkebunan sekaligus 
kehutanan.

Di tahun 2018 rata-rata suhu udara di 
Kota Mataram sebesar 26,6 oC dengan kisaran 
suhu maksimum 33,4 oC dan minimum 20,6 oC. 
Sedangkan kondisi di Kota Bima secara umum 
lebih panas dibandingkan dengan Kota Mataram. 
Rata-rata suhu udara di Kota Bima tahun 2018 
mencapai 27,3 oC dengan kisaran suhu maksimum 
sebesar 35,2 oC dan minimum 21,7 oC. Rata-rata 
kelembaban udara di Kota Mataram dan Kota Bima 
pada tahun 2018 sama. Sedangkan tekanan udara 
di Kota Mataram lebih rendah dibandingkan Kota 
Bima.

Meskipun berada di dalam satu provinsi yang 
sama namun karena berbeda pulau, curah hujan di 
Kota Mataram dan Kota Bima berbeda cukup jauh. 
Pada tahun 2018, rata-rata curah hujan di Kota 
Mataram adalah sebesar 1.673 mm3, lebih tinggi 
dibandingkan Kota Bima yang hanya sebesar 1.139 
mm3.

Tabel 1.3  Beberapa Indikator Iklim di Kota Mataram dan 

Uraian Mataram Bima
(1) (2) (3)

Suhu Temperatur (oC)
Maksimum 33,40 35,20
Minimum 20,60 21,70
Rata-rata 26,60 27,30

Kelembaban Udara (%)
Maksimum 86,00 88,00
Minimum 77,00 72,00
Rata-rata 81,00 81,00

Tekanan Udara (mb) 1 005,90 1 139,00
Kecepatan Angin (knot) 3,30 2,30
Curah Hujan (mm3) 1 673,00 1 139,00
Penyinaran Matahari (%) 77,00 82,00

Sumber: BMKG

Curah hujan di Kota Mataram 

tahun 2018 mencapai 

1.673 mm3, lebih tinggi 

dibandingkan Kota Bima.

Kota Bima, 2018
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Bab II

Pemerintahan
Pada triwulan I tahun 2019, jumlah ASN di Provinsi NTB 

ada sebanyak 14.439 orang.“ “

Pada tahun 2018 provinsi NTB terdiri dari 
8 kabupaten dan 2 kotamadya, dengan 117 
kecamatan dan 1.143 desa. Jumlah wilayah 
administrasi ini meningkat dibandingkan tahun 
sebelumnya. Jumlah kecamatan meningkat dari 
116 menjadi 117 dan jumlah desa meningkat dari 
1.141 menjadi 1.143. Artinya selama tahun 2018 
terjadi pemekaran pada level kecamatan dan 
desa. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah 
desa terbanyak dengan jumlah desa mencapai 254 
desa.

Aparatur Sipil Nasional (ASN) sebagai 
pelaksana administrasi pemerintahan di tingkat 
Provinsi NTB pada triwulan I tahun 2019 
berjumlah 14.439 orang. Jumlah tersebut sedikit 
menurun dibandingkan triwulan I tahun 2018 
yang berjumlah 14.612 orang. Sebanyak 14 ribu 
ASN tersebut mencakup ASN di lingkup Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan, Lembaga Daerah, dan 
Dinas Daerah.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, 
ASN di Provinsi NTB yang berjenis kelamin laki-laki 
ada sebanyak 59,82% dan perempuan sebanyak 
40,18%. Proporsi ini sedikit bergeser dibandingkan 
tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 
persentase laki-laki dan perempuan adalah  
61 : 39. Dari 14 ribu ASN di NTB, sebanyak 72,71% 
merupakan lulusan SMA. Sedangkan ASN lulusan 
SD dan SMP ada sebanyak 3,03%. Angka ini sedikit 
menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang 
sebesar 3,31%. Pemerintah daerah terus berupaya 
meningkatkan kualitas ASN. Untuk ASN yang telah 
menempuh S2/S3 hanya ada sebesar 3,77%, 
sedikit meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 
3,57%.

Sumber: Wix.com

Tabel 2.1 Jumlah Wilayah Administrasi di Provinsi NTB, 

Wilayah Administrasi 2017 2018
(1) (2) (3)

Kabupaten/Kota 10 10
Kecamatan 116 117
Desa 1 141 1 143 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Gambar 2.1 Persentase PNS Daerah Provinsi NTB Dirinci 

Sumber: BKD dan Diklat Provinsi NTB

Pada Tahun 2019, ASN 

di Provinsi NTB paling 

banyak merupakan 

lulusan SMA , yaitu 

sebanyak 72,71%.

2017-2018

Menurut Pendidikan, Triwulan I 2019
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Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 
2018 mengalami defisit.“ “

Sumber: Wix.com

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan, pada tahun 
2018 Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan dana 
sebesar Rp5,24 triliun untuk keperluan belanja 
langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan 
untuk pengeluaran tersebut berasal dari PAD, 
Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang 
Sah. Namun jumlah penerimaan pada tahun 2018 
hanya sebesar Rp4,93 triliun. Dana penerimaan 
paling banyak berasal dari Dana Perimbangan, 
dengan kontribusi sebesar 64,93 persen. Kemudian 
dari PAD sebesar 33,69 persen, sedangkan sisanya 
dari Lain-lain.

Hal tersebut mengakibatkan pada tahun 
2018 Pemerintah Provinsi NTB mengalami defisit 
sebanyak Rp298,3 miliar. Kondisi ini dikarenakan 
berkurangnya penerimaan Pemerintah Provinsi 
NTB akibat bencana alam gempa bumi. Sedangkan 
untuk Pembiayaan Daerah, pada tahun 2018 
Pemerintah Provinsi NTB masih mengalami 
surplus.

Pada tahun 2018, jumlah anggota DPRD 
Provinsi NTB sebanyak 65 orang yang berasal dari 
16 partai politik. Partai Golongan Karya merupakan 
partai yang mendapat kursi terbanyak dibanding 
partai lainnya, yaitu sebanyak 11 kursi. Selanjutnya 
diikuti oleh Partai Demokrat dan Partai Gerakan 
Indonesia Raya masing-masing mendapatkan 
8 kursi. Dari 65 orang tersebut, hanya 6 orang 
anggota DPRD Provinsi NTB yang berjenis kelamin 
perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan 
di dalam parlemen masih sangat didominasi oleh 
laki-laki.

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Uraian Mataram Bima
(1) (2) (3)

Penerimaan 5 083 156 4 931 185
PAD 1 684 469 1 661 476
Dana Perimbangan 3 268 927 3 202 016
Lain-lain Pendapatan yang 
Sah

129 760 67 693

Pengeluaran 5 255 578 5 239 531
Belanja Tidak Langsung 2 663 298 2 861 894
Belanja Langsung 2 592 280 2 377 637

Surplus/Defisit - 172 422 -298 284
Pembiayaan Daerah Neto 425 344 393 404
Penerimaan Pembiayaan 
Daerah

445 344 393 404

Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah

20 000 0

Sumber: BPKAD Provinsi NTB

Anggota DPRD Provinsi 

NTB yang berjenis kelamin 

perempuan hanya mencapai 

9% dari total seluruh anggota 

DPRD Provinsi NTB.

Bab II

Pemerintahan

Daerah Provinsi NTB (juta rupiah), 2017-2018
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Penduduk merupakan subyek dan obyek 
dari pembangunan, sehingga informasi kuantitas 
dan kualitas dari penduduk itu sendiri sangat 
dibutuhkan dalam pembangunan. Berdasarkan 
hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk 
Provinsi NTB pada tahun 2018 adalah sebanyak 
5.013.687 jiwa. Jumlah ini meningkat 58.109 jiwa 
dibandingkan tahun 2017. 

Persebaran penduduk di Provinsi NTB relatif 
tidak merata, hal ini terlihat dari kepadatan 
penduduk yang sangat bervariasi. Kota Mataram 
yang memiliki luas wilayah terkecil justru dihuni 
oleh penduduk yang cukup banyak sehingga 
kepadatan penduduknya sangat tinggi, mencapai 
7.789,17 jiwa/km2. Artinya, di dalam wilayah 
seluas satu km2 terdapat 7.789 jiwa yang tinggal 
di dalamnya. Hal ini berbeda dengan Kabupaten 
Sumbawa yang kepadatan penduduknya 
sangat rendah, hanya sebesar 78,26 jiwa/
km2, dikarenakan luas wilayahnya yang sangat 
besar. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di 
Kabupaten Lombok Timur, yaitu 1.192.110 jiwa.

Sex Ratio ini bermanfaat untuk perencanaan 
pembangunan yang berwawasan gender. 
Sex ratio di Provinsi NTB tahun 2018 sebesar 
94,33 yang artinya dalam setiap 100 penduduk 
perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-
laki. Umumnya kabupaten/kota di Provinsi 
NTB memiliki penduduk perempuan yang lebih 
banyak dibandingkan penduduk laki-laki (Sex 
Ratio<100). Namun ada beberapa kabupaten yang 
memliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih 
banyak dibandingkan penduduk perempuan (Sex 
Ratio>100), yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 
Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

Tabel 3.1 Jumlah Wilayah Administrasi di Provinsi NTB, 

Kabupaten/ 
Kota

Jumlah 
Penduduk 

(jiwa)

Kepadatan 
Penduduk 
(jiwa/km2)

Sex Ratio 
(%)

(1) (2) (3) (4)
Lombok Barat 685 161 650,14  95,73 
Lombok Tengah 939 409 803,20  89,81 
Lombok Timur 1 192 110 742,49  87,18 
Sumbawa 453 797 68,30  104,13 
Dompu 248 879 107,28  102,24 
Bima 483 901 110,24  99,21 
Sumbawa Barat 144 707 78,26  102,88 
Lombok Utara 218 533 269,95  97,22 
Kota Mataram 477 476 7.789,17  97,92 
Kota Bima 169 714 763,62  96,32 
NTB 5 013 687 249,13  94,33 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

2017-2018

Bab III

Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 

5,01 juta jiwa.“ “

Kota Mataram merupakan 

kota yang paling padat 

penghuninya, terlihat dari 

kepadatan penduduknya yang 

mencapai 

7.789,17 jiwa/km2.
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Di tahun 2018, dalam 100 penduduk produktif di Provinsi 
NTB menanggung 53 penduduk tidak produktif.“ “

Bab III

Penduduk

Piramida penduduk Provinsi NTB Tahun 2018 
menggambarkan dominasi pada struktur penduduk 
usia muda, artinya komposisi penduduk usia muda 
atau usia produktif lebih besar dibandingkan 
penduduk usia tua dan angka kelahiran yang tinggi. 
Tingkat kelahiran yang tinggi ditunjukkan dengan 
komposisi penduduk usia 5-9 tahun yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lain. 
Sedangkan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas 
jauh lebih kecil dibandingkan penduduk usia kerja. 

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) 
merupakan perbandingan antara jumlah 
penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan 
jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya 
disebut dengan penduduk usia tidak produktif) 
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 
15-64 tahun (penduduk usia produktif). Rasio 
Ketergantungan Provinsi NTB pada tahun 2018 
adalah sebesar 52,76 yang artinya setiap 100 
penduduk produktif menanggung sekitar 53 
penduduk tidak produktif. Angka ini turun 
dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 
53,04. Rasio Ketergantungan di Provinsi 
NTB semakin turun sejak tahun 2014, hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya 
jumlah penduduk usia produktif. Hal ini juga terkait 
dengan tingginya tingkat kelahiran dan di masa 
depan mungkin terjadi bonus demografi.

Jumlah rumah tangga di Provinsi NTB pada 
tahun 2017 adalah sebanyak 1.392.877 rumah 
tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah 
tangga sebanyak 3,60 jiwa. Artinya di Provinsi NTB 
ini dalam satu rumah tangga rata-rata memiliki 
anggota keluarga sebanyak 3-4 orang.

Tabel 3.2 Rasio Ketergantungan Provinsi NTB, 2016-

Uraian 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Penduduk 
(jiwa) 4 896 162 4 955 578 5 013 687

0-14 tahun 1 461 801 1 468 088 1 474 018
15-64 tahun 3 192 225 3 237 988 3 282 080
≥65 tahun 242 136 249 502 257 589

Rasio Ketergan-
tungan 53,38 53,04 52,76

2018

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Provinsi NTB, 2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Dalam satu rumah tangga di 

Provinsi NTB rata-rata terdiri dari 
3-4 orang 

anggota rumah 

tangga.
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Bab IV

Pada tahun 2018 Provinsi NTB memiliki 3,4 juta penduduk usia 
kerja dan 65,91% diantaranya merupakan angkatan kerja.“ “Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, penduduk 
merupakan suplier bagi pasar tenaga kerja. Apabila 
tidak terserap, maka kelebihan penawaran tenaga 
kerja akan menimbulkan adanya pengangguran. 
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 
melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah 
yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat 
Kesempatan Kerja (TKK). Berkaitan dengan 
bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten 
Lombok Utara pada tahun 2018, menjadikan 
indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan untuk 
tahun 2018 tidak termasuk Kabupaten Lombok 
Utara.

Menurut hasil Sakernas Agustus 2018, 
terdapat sekitar 3,4 juta penduduk yang berusia 
di atas 15 tahun di Provinsi NTB. Dari jumlah 
tersebut sekitar 65,91 persennya merupakan 
angkatan kerja, yaitu penduduk yang terlibat aktif 
secara ekonomi baik yang sedang bekerja maupun 
mencari pekerjaan atau pengangguran. Sedangkan 
34,09 persen sisanya merupakan penduduk bukan 
angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang 
bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. 
Pada tahun 2018 angka TPAK di Provinsi NTB ini 
menurun sebanyak 2,58 poin dibanding tahun 
2017. Jumlah pekerja tidak penuh meningkat 
dari 855,64 ribu orang pada tahun 2017 menjadi 
867,59 ribu orang di tahun 2018. Pekerja tidak 
penuh bisa berubah menjadi pengangguran dan 
bisa juga menambah persiangan di bursa lapangan 
kerja karena mereka masih mencari pekerjaan lain 
yang sesuai harapan.

Tabel 4.1 Jumlah Wilayah Administrasi di Provinsi NTB, 

Uraian 2017 2018*
(1) (2) (3)

TPAK (%) 68,49 65,91
TPT (%) 3,32 3,72
TKK (%) 96,68 96,28
Bekerja (ribu orang) 2 316,72 2 154,12
Pekerja Tidak Penuh
(ribu orang) 855,64 867,59

Setengah Penganggur 400,17 365,15
Pekerja Paruh Waktu 455,47 502,44

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi NTB

2017-2018

TPAK tertinggi 

di NTB terjadi 

pada tahun 2016, 

yaitu mencapai 

71,57%.

*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara

Gambar 4.1 Perkembangan TPAK Provinsi NTB (%), 
2012-2018 (Kondisi Agustus)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

65,93
65,42

66,63 66,54

71,57

68,49

65,91

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi NTB
*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara
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Pada tahun 2018, dari 100 orang angkatan kerja di NTB 
4 orang diantaranya merupakan pengangguran.“ “

Bab IV

Ketenagakerjaan

Dalam kurun waktu 7 tahun, TPT di NTB 
cenderung mengalami penurunan yang cukup 
signifikan. TPT Provinsi NTB pada kondisi Agustus 
2018 mencapai angka 3,32 persen. Artinya, dari 
100 orang angkatan kerja yang ada di Provinsi NTB 
terdapat 3 orang yang merupakan pengangguran. 
Semakin kecil angka TPT ini menunjukkan semakin 
banyak angkatan kerja yang terserap pada pasar 
kerja. Namun perlu disikapi bahwa tidak semua 
pekerjaan yang diambil oleh angkatan kerja 
merupakan pekerjaan yang layak (decent work).

Jika mengamati berdasarkan tingkat 
pendidikan, penduduk dengan latar belakang 
pendidikan lulusan Diploma (DI/DII/DIII) 
merupakan yang tertinggi persentasenya 
mencapai 8,39 persen. Nilai ini meningkat drastis 
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 
sebesar 3 persen. Pola ini berbeda dengan tahun 
2017 dimana pengangguran tertinggi merupakan 
penduduk dengan latar belakang pendidikan 
SMK, dari 9,67 persen kemudian turun tajam 
menjadi 5,52 persen di tahun 2018. Menurunnya 
persentase pengangguran SMK secara signifikan 
menggambarkan ada kebijakan yang berjalan dan 
mampu mengurangi pengangguran berpendidikan 
SMK.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi NTB 
menurun tipis, dari 96,68 persen di tahun 2017 
menjadi 96,28 di tahun 2018. Namun nilainya 
yang mendekati 100 persen ini menunjukkan 
membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Provinsi 
NTB.

Gambar 4.3 TPT Provinsi NTB Menurut Tingkat 
Pendidikan (%), 2017-2018 (Kondisi 
Agustus)

Gambar 4.2 Perkembangan TPT Provinsi NTB (%), 2012-

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Isu Decent Work perlu disikapi 

2018 (Kondisi Agustus)

5,23 5,30
5,75 5,69

3,94
3,32

3,72

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara

SD SMP SMA SMK DI/DII/DIII PT

1,33

4,39

6,43

9,67

3,00 2,732,35
3,49

6,52

5,52

8,39

2,88

2017 2018*

*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara

agar rendahnya 

pengangguran 

di NTB menjadi 

bermakna.
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Bab IV

Persentase pekerja di sektor formal cenderung terus mengalami 
peningkatan hingga tahun 2018.“ “Ketenagakerjaan

Tingginya TKK di Provinsi NTB tidak dapat 
sepenuhnya membanggakan. Karena sebagian 
besar dari penduduk angkatan kerja di Provinsi 
NTB bergerak di sektor informal. Pekerja formal 
adalah mereka yang bekerja sebagai buruh/
karyawan atau yang berusaha dengan dibantu 
buruh tetap/dibayar, sedangkan pekerja informal 
adalah mereka yang berusaha sendiri, berusaha 
dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan 
pekerja keluarga.

Pada Agustus 2018, sebanyak 71,78 persen 
penduduk di NTB bekerja di sektor informal 
dan hanya sekitar 28,22 persen yang bekerja di 
sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja 
di sektor formal ini mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun 2017. Meningkatnya pekerja 
di sektor formal ini merupakan sinyal positif dalam 
hal ketenagakerjaan, karena pekerja formal ini 
mununjukkan adanya kesejahteraan bagi pekerja 
di NTB. Sebaliknya, persentase pekerja sektor 
informal mengalami penurunan. Walau begitu, 
pekerja informal masih mendominasi penduduk 
angkatan kerja di Provinsi NTB. Sektor pertanian 
merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga 
kerja informal di NTB. Umumnya pekerja dengan 
latar belakang pendidikan yang rendah memilih 
menjadi pekerja informal karena tidak diperlukan 
keahlian khusus. Sayangnya upah bagi para 
pekerja informal umumnya masih di bawah upah 
minimum dan sistem perlindungan sosial yang 
mereka peroleh terbatas. Hal ini membuat para 
pekerja informal menjadi rentan terhadap gejolak 
ekonomi.

Gambar 4.4 Perkembangan persentase pekerja formal 
dan informal Provinsi NTB, 2013-2018

Pada tahun 2018, di NTB 

ada sebanyak 71,78% 

pekerja informal sedangkan 

pekerja formal hanya sebesar 

28,22%.

*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

24,51 25,87 26,80 26,89 26,38 28,22

75,49 74,13 73,20 73,11 73,62 71,78

Formal Informal
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Sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang 
menyerap tenaga kerja terbanyak di NTB.“

Bab IV

Ketenagakerjaan

Jika melihat struktur lapangan pekerjaan di NTB 
tahun 2018, tidak banyak perubahan dibandingkan 
dengan kondisi tahun 2017. Sektor pertanian masih 
mendominasi sebagai lapangan usaha utama bagi 
penduduk di NTB, walaupun proporsinya menurun 
dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian 
lapangan usaha perdagangan dan industri juga 
mulai dan mengalami peningkatan dibandingkan 
tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil SAKERNAS 
Agustus pada tahun 2017, ada sebanyak 35,81 
persen penduduk NTB yang bekerja pada sektor 
pertanian namun menurun menjadi 33,48 persen 
di tahun 2018.  Hal ini menunjukan bahwa 
ketertarikan masyarakat NTB untuk bekerja pada 
sektor pertanian mulai menurun.

Sedangkan proporsi pekerja pada sektor 
perdagangan dan industri mengalami peningkatan. 
Perdagangan menjadi lapangan usaha yang 
menyerap tenaga kerja terbanyak kedua setelah 
pertanian. Pada tahun 2018 ada sebanyak 20,33 
persen pekerja pada sektor perdagangan di NTB, 
angka ini meningkat dari tahun 2017 yang hanya 
sebesar 18,35 persen. Di posisi ketiga yaitu 
lapangan usaha industri yang menyerap 12,38 
persen tenaga kerja di NTB, angka ini meningkat 
dari 12,04 persen pada tahun 2017. Lapangan 
usaha pertanian menjadi lapangan usaha penyerap 
tenaga kerja terbanyak di NTB, baik pekerja laki-laki 
dan perempuan dengan masing-masing sebanyak 
36,19 persen dan 29,96 persen. Pada sektor 
perdagangan didominasi oleh pekerja perempuan 
dengan proporsi sebesar 28,93 persen dari seluruh 
pekerja perempuan di NTB. Begitu juga dengan 
industri didominasi oleh pekerja perempuan, 
yang mencapai 16,09 persen dari tenaga kerja 
perempuan di NTB.

Tabel 4.2 Persentase Pekerja Provinsi NTB Menurut 
Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin, 
2018

Gambar 4.5 Persentase Pekerja Provinsi NTB Menurut 

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi NTB

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Provinsi NTB

Sektor perdagangan didominasi 
oleh pekerja perempuan sebesar 

Lapangan Usaha Utama, 2017-2018

*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara

*) Belum termasuk data Kab. Lombok Utara

28,93% dari 
seluruh pekerja 
perempuan di 

NTB.

Lapangan 
Usaha Utama Laki-Laki Perempuan Total

(1) (2) (3) (4)
Pertanian 36,19 29,96 33,48
Industri 9,53 16,09 12,38
Konstruksi 11,86 0,45 6,91
Perdagangan 13,73 28,93 20,33
Akomodasi 
Makan Minum 3,05 5,78 4,24

Jasa Pendidikan 4,19 7,18 5,49
Lainnya 21,45 11,60 17,17

35,81

12,04
7,41

18,35

4,71 5,26

16,43

33,48

12,38
6,91

20,33

4,24 5,49

17,17

Pertanian Industri Konstruksi PerdaganganAkomodasi Makan MinumJasa Pendidikan Lainnya

2017 2018*

“

http
s:

//n
tb

.b
ps.g

o.id



11
Statistik Daerah Prov insi Nusa Tenggara Barat 2019

Bab IV

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal NTB sejak tahun 2014 
terus mengalami penurunan.“ “Ketenagakerjaan

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi 
pengirim tenaga kerja yang cukup besar, baik ke 
negara di Asia, Timur Tengah dan lainnya. Daerah 
asal TKI terbanyak adalah Lombok Timur, Lombok 
Tengah, dan Lombok Barat, yang mana merupakan 
kabupaten dengan jumlah penduduk relatif besar. 
Daerah tujuan TKI NTB paling banyak adalah 
Malaysia, dimana jumlahnya mencapai lebih dari 
80 persen dari seluruh TKI NTB. Sedangkan sisanya 
menuju Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan, 
Singapura, dan beberapa negara lain di wilayah 
Asia, Timur Tengah, dan Amerika.

Remitansi adalah transfer uang yang 
dilakukan pekerja asing ke penerima di negara 
asalnya. Selain bantuan internasional, uang yang 
dikirimkan pekerja migran merupakan salah 
satu arus uang terbesar di negara berkembang, 
termasuk di Indonesia. Pada tahun 2018 remitan 
yang masuk ke NTB melalui BI dan PT Pos Indonesia 
tercatat sebesar Rp1.314,17 miliar, berkurang 18 
persen dibandingkan tahun 2017. Sebanyak 74 
persen remitan yang masuk ke NTB disalurkan 
melalui Kantor Pos, sedangkan sisanya melalui 
Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan persebaran 
kantor pos sampai ke kabupaten sedangkan 
BI hanya berada di ibukota Provinsi. Remitansi 
yang diterima di Provinsi NTB pada tahun 2018 
paling banyak berasal dari Saudi Arabia, nilainya 
mencapai 53,29 persen dari jumlah remitansi 
Provinsi NTB. Berikutnya berasal dari Uni Emirat 
Arab, nilainya sebesar 4,27 persen. Kemudian di 
posisi ketiga adalah dari Malaysia dengan remitan 
sebesar 3,19 persen. Walaupun Malaysia menjadi 
negara tujuan utama para TKI asal NTB, namun 
ternyata remitannya tidak mendominasi di NTB.

Tabel 4.3 Nilai Remitansi yang Tercatat di Bank dan 
Kantor Pos Provinsi NTB (Miliar Rupiah), 
2016-2018

Lebih dari 80% 

Tenaga Kerja Indonesia 

asal NTB memilih 

Malaysia sebagai 

negara tujuannya.

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Sarana Pengiriman 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Bank Indonesia 378,08 339,55 347,08
Kantor Pos 1 401,97 1 216,59 967,09
Jumlah 1 780,10 1 556,14 1 314,17

Gambar 4.6 Persentase Remitan Provinsi NTB yang 
Diterima Melalui Bank Indonesia, 2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB
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Angka putus sekolah di NTB tahun 2018 semakin 
menurun dibandingkan tahun 2017.“

Bab V

Pendidikan “

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku 
di Indonesia, bahwa setiap warga negara 
Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Hal 
ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tingkat 
pendidikan penduduk ini dapat mempengaruhi 
dinamika perubahan dan kualitas kehidupan sosial 
ekonomi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2018, paling banyak penduduk 
NTB tidak memiliki ijazah SD/MI dan jumlahnya 
mencapai 30,62 persen. Posisi kedua ditempati 
oleh mereka yang memiliki ijazah SD/MI sebanyak 
20,39 persen. Penduduk yang memiliki ijazah 
SMP/MTs dan SMA/MA masing-masing sebesar 
18,77 persen dan 18,46 persen. Hal ini cukup 
memprihatinkan, karena artinya tidak sampai 10 
persen penduduk NTB yang mampu menamatkan 
Pendidikan di jenjang perkuliahan. Masih 
banyaknya penduduk yang tidak mempunyai ijazah 
harus menjadi perhatian pemerintah agar hal ini 
dapat ditekan.

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak 
menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak 
bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu 
jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2018, 
angka putus sekolah di Provinsi NTB menurun 
dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan 
minat bersekolah masyarakat di NTB yang semakin 
membaik. Angka putus sekolah pada jenjang SD/
sederajat dan SMP/sederajat sudah mampu turun 
hingga kurang dari satu. Sedangkan angka putus 
sekolah untuk jenjang SMA/sederajat sebesar 
3,21. Artinya, secara rata-rata dari 100 anak usia 
16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah 
terdapat 3 sampai 4 anak yang putus sekolah.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas 
di Provinsi NTB Menurut Ijazah/STTB yang 
Dimiliki, 2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Pada tahun 2018, ada 

sebanyak 30,62% 

penduduk NTB yang tidak 

memiliki ijazah/STTB.

Gambar 5.2 Angka Putus Sekolah Provinsi NTB Menurut 
Jenjang Pendidikan, 2017-2018

Sumber: Statistik Pendidikan BPS RI

1,01 1,05

4,79

0,24 0,52

3,21
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Bab V

Pada tahun 2018, hampir seratus persen penduduk pada 
kelompok umur 7-12 tahun mengenyam pendidikan formal.“

Pendidikan

APS mengindikasikan peluang dalam 
mengakses pendidikan formal secara umum pada 
setiap kelompok umur. Pada kelompok umur 
7-12 tahun hampir seratus persen penduduk 
NTB mengenyam pendidikan formal, begitu juga 
yang terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun. 
Namun seiring dengan meningkatnya kelompok 
umur, partisipasi sekolah semakin menurun. 
Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS mengecil 
menjadi mencapai 76,89. Sedangkan penduduk 
yang berada pada usia 19-24 tahun hanya 29,46 
persen yang masih mengenyam pendidikan. 
Kendati demikian, partisipasi sekolah kelompok 
umur 16-18 tahun dan 19-24 tahun semakin 
meningkat setiap tahunnya.

APM mengindikasikan proporsi penduduk 
usia sekolah yang bersekolah sesuai jenjang 
pendidikan di kelompok umurnya. Nilai APM 
umumnya di bawah nilai APS karena masih 
ada penduduk pada kelompok usia tertentu 
yang sekolah tidak sesuai dengan jenjangnya. 
Namun APM ini dianggap lebih relevan dalam 
mencerminkan tingkat partisipasi sekolah suatu 
wilayah. Pada tahun 2018, capaian APM pada 
jenjang SD/sederajat di NTB telah mencapai 98,86 
persen. Artinya hampir seluruh penduduk NTB 
usia 7-12 tahun dapat bersekolah tepat waktu. 
APM pada jenjang SMP/sederajat sebesar 83,88 
persen. Artinya, lebih dari 10 persen penduduk di 
usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di jenjang 
SMP/sederajat. Pada jenjang SMA/sederajat APM-
nya hanya mencapai 65,77 persen. Artinya, masih 
ada 34,23 persen penduduk di NTB yang berusia 
16-18 tahun yang tidak bersekolah tepat waktu di 
jenjang SMA/sederajat.

Tabel 5.1 Beberapa Capaian Indikator Pendidikan 
Provinsi NTB, 2016-2018

Masih ada 34,23% penduduk 

di NTB yang berusia 16-18 

tahun yang tidak bersekolah 

tepat waktu di jenjang SMA/

sederajat.

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Indikator 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
7-12 tahun 99,42 99,43 99,43
13-15 tahun 97,60 97,69 97,72
16-18 tahun 76,24 76,61 76,89
19-24 tahun 27,79 28,52 29,46
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/sederajat 97,90 98,13 98,86
SMP/sederajat 83,17 83,57 83,88
SMA/sederajat 65,19 65,67 65,77
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/sederajat 110,78 109,63 108,82
SMP/sederajat 93,40 94,97 93,83
SMA/sederajat 91,25 93,89 89,64
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Rata-rata lama sekolah tahun 2018 di Provinsi NTB tidak 
menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan 

tahun 2017.“

Bab V

Pendidikan

APK mengindikasikan partisipasi penduduk 
yang sekolah tanpa melihat kelompok umur. 
Dengan adanya program wajib belajar yang 
dijalankan oleh pemerintah turut mendorong nilai 
APK. Banyak anak yang sekolah tanpa melihat 
kesesuaian jenjang dengan umurnya sehingga nilai 
APK dapat melebihi 100. Seperti pada tahun 2018 
ini, APK SD/sederajat mencapai 108,82 yang artinya 
masih terdapat penduduk yang berusia dibawah 
7 tahun dan lebih dari 12 tahun yang bersekolah 
pada jenjang SD/sederajat. Hal ini menunjukkan 
bahwa NTB mampu menampung penduduk usia 
SD/sederajat lebih dari target yang sesungguhnya.

Selain ketiga indikator tadi, indikator 
pendidikan masyarakat NTB seperi rata-rata lama 
sekolah dan persentase penduduk buta huruf 
belum menunjukkan hasil yang optimal. Jika dilihat 
dari gambar di samping, rata-rata lama sekolah 
di seluruh kabupaten/kota di NTB cenderung 
meningkat namun tipis. Rata-rata lama sekolah 
penduduk NTB secara umum adalah sebesar 7,03 
tahun di tahun 2018, hanya meningkat sedikit dari 
6,90 dari tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa secara rata-rata penduduk di NTB telah 
mengenyam pendidikan selama 7 tahun, yang 
artinya rata-rata penduduk NTB telah menamatkan 
jenjang pendidikan setara dengan kelas 1 SMP/
sederajat. Hal ini masih sangat jauh dari program 
pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun. Adapun Angka 
Melek Huruf cenderung mengalami stagnasi dan 
hanya mengalami penurunan sedikit dalam kurun 
tiga tahun terakhir.

Gambar 5.3 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB 
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Persentase penduduk usia 15 

tahun ke atas yang buta huruf  

“

Tahun Melek Huruf Buta Huruf Total
(1) (2) (3) (4)

2013 84,67 15,33 100,00
2014 86,96 13,04 100,00
2015 86,97 13,03 100,00
2016 87,06 12,94 100,00
2017 87,14 12,86 100,00
2018 87,42 12,58 100,00

6,90 

6,15 

5,95 

6,32 

7,54 

8,11 

7,58 

8,18 

5,54 

9,32 

10,14 

7,03 

6,16 

5,96 

6,45 

7,72 

8,12 

7,59 

8,24 

5,81 

9,43 

10,30 

NTB

LOMBOK BARAT

LOMBOK TENGAH

LOMBOK TIMUR

SUMBAWA

DOMPU

BIMA

SUMBAWA BARAT

LOMBOK UTARA

KOTA MATARAM

KOTA BIMA

2018 2017

Tabel 5.2 Persentase Melek Huruf dan Buta Huruf 
Provinsi NTB, 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

terus menurun 

hingga tahun 

2018 mencapai 

12,58%.
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Bab V

Rasio murid-guru tahun 2018 mengindikasikan bahwa Provinsi 
NTB memiliki jumlah tenaga pengajar yang memadai.“

Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan tidak 
terlepas dari upaya peningkatan fasilitas pendidikan. 
Peningkatan tidak hanya dari sisi kuantitas, namun 
kualitasnya juga. Salah satu indikator yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kecukupan 
tenaga pengajar adalah rasio murid-guru. Angka ini 
menggambarkan beban seorang tenaga pengajar 
untuk mengajar beberapa murid. Idealnya 
seorang tenaga pengajar mengajar 20 sampai 32 
orang siswa. Pada tahun 2018, rasio murid-guru 
di NTB menunjukkan angka yang cukup rendah 
dimana pada seluruh jenjang pendidikan nilainya 
dibawah 15. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi 
NTB memiliki jumlah tenaga pengajar yang cukup 
untuk mendidik para murid di NTB. Rasio murid-
guru tertinggi adalah pada jenjang pendidikan SD, 
dimana beban satu orang guru SD adalah sebesar 
13 sampai 14 orang murid SD.

Ruang kelas yang baik akan memberikan 
suasana belajar dan mengajar yang sehat. 
Jika dilihat dari segi kualitas ruang kelas yang 
digunakan dalam proses belajar mengajar, pada 
tahun ajaran 2018/2019 persentase ruang kelas 
yang berkategori baik pada seluruh jenjang 
pendidikan mengalami penurunan dibandingkan 
tahun sebelumnya kecuali untuk jenjang SD/
sederajat. Bahkan penurunan persentase ruang 
kelas baik pada jenjang pendidikan SMA/sederajat 
mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 
39,16 persen di tahun 2017/2018 menjadi hanya 
29,36 persen pada tahun 2018/2019. Artinya 
ada sebanyak 70,64 persen ruang kelas SMA di 
Provinsi NTB yang kondisinya tidak baik. Hal ini 
patut menjadi perhatian pemerintah agar dapat 
segera memperbaiki ruang kelas agar para murid 
dapat belajar dengan baik.

Gambar 5.4 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang 
Pendidikan di NTB Tahun 2018

Ruang kelas yang 

berkategori baik 

di NTB hanya 

kurang dari 30%. 

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

“

Gambar 5.5 Persentase Ruang Kelas Baik di NTB, 2014-
2018

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
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Jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi NTB pada tahun 
2018 ini meningkat dibandingkan tahun 2017.“

Bab VI

Kesehatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 dinyatakan 
bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya 
saing, pembangunan nasional diarahkan untuk 
mengedepankan pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. 
Salah satu dimensi yang menentukan kualitas 
SDM adalah kesehatan. Melalui pembangunan 
nasional, kesehatan yang merupakan hak dasar 
setiap manusia diharapkan dapat terpenuh secara 
merata dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan 
yang memadai merupakan salah satu program 
pembangunan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan 
tenaga kesehatan berkaitan dengan kemudahan 
penduduk dalam mengakses layanan kesehatan. 
Jika melihat fasilitas kesehatan pada tahun 2018, 
jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2018. 
Hanya saja jumlah dokter yang ada di NTB pada 
tahun 2018 ini justru mengalami penurunan 
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan 
jumlah fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan penduduk yang mengalami 
gangguan kesehatan.

Namun pemerintah dirasa masih perlu 
menambahkan tenaga kesehatan agar jumlahnya 
cukup memadai bagi penduduk NTB. Menurut 
data rasio fasilitas/tenaga kesehatan pada tahun 
2018, rasio dokter terhadap 100.000 penduduk 
NTB adalah sebesar 24,37. Artinya 24 sampai 25 
orang dokter di NTB melayani 100.000 penduduk 
NTB atau satu orang dokter melayani sekitar 4.102 
penduduk di NTB.

Tabel 6.1   Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan 
Provinsi NTB, 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Seorang dokter 

di NTB rata-rata 

melayani sekitar 

4.102 orang 

penduduk NTB.

Fasilitas/Tenaga Medis 2017 2018
(1) (2) (3)

Rumah Sakit 29 36
Puskesmas 731 828
Posyandu 6 815 7 254
Puskesdes 804 865
Dokter 1 307 1 222
Tenaga Paramedis/ 
Kesehatan Lainnya 13 323 14 070

Tabel 6.2 Rasio Fasilitas dan Tenaga Kesehatan per 
100.000 Penduduk Provinsi NTB, 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

“

Fasilitas/Tenaga Medis 2017 2018
(1) (2) (3)

Rumah Sakit 0,59 0,72
Puskesmas 15,11 16,51
Dokter 15,32 24,37
Tenaga Paramedis/ 
Kesehatan Lainnya 251,6 280,63
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Bab VI

Bidan lebih banyak dipilih oleh masyarakat di NTB sebagai 
penolong persalinan.“

Kesehatan

Salah satu faktor yang mempengaruhi Tingkat 
kematian ibu dan bayi adalah penolong saat 
proses persalinannya. Persalinan yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi resiko 
kematian ibu dan bayi. Walaupun secara umum 
penduduk NTB sudah menggunakan tenaga medis 
dalam proses persalinannya, namun masih ada 
sebagian penduduk yang memilih tenaga non 
medis untuk membantu proses persalinannya.

Pada tahun 2018, penduduk NTB yang 
persalinannya ditolong oleh tenaga non medis ada 
sebanyak 5,22 persen. Persentase ini meningkat 
dibandingkan tahun 2017 dimana ada sebanyak 
4,32 persen penduduk yang persalinannya 
ditolong oleh tenaga non medis. Masih besarnya 
preferensi masyarakat dalam memilih tenaga non 
medis merupakan cerminan masih kurangnya 
sosialisasi untuk kesehatan masyarakat yang lebih 
baik. Selain itu, faktor budaya yang masih ada di 
daerah pedesaan juga menjadi penyebab masih 
adanya persalinan yang dibantu oleh dukun.

Persalinan yang dibantu oleh bidan/perawat 
merupakan yang paling tinggi pada tahun 2018, 
dengan persentase sebesar 72,93. Artinya sebagian 
besar masyarakat NTB memilih bidan sebagai 
penolong proses persalinannya. Namun angka ini 
menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang 
mana pada tahun 2017 ada sebanyak 75,32 persen 
penduduk yang persalinannya dibantu oleh bidan/
perawat. Sedangkan persalinan yang dibantu oleh 
dokter kandungan mengalami peningkatan, dari 
18,98 persen menjadi 20,29 persen di tahun 2018.

Gambar 6.1 Persentase Perempuan Berumur 15-
49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut 
Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2018

Persentase penduduk 

yang persalinannya 

ditolong oleh dokter 

kandungan meningkat 

pada tahun 2018 ini.

“

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB
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Tingkat kesehatan masyarakat NTB pada tahun 2018 
cenderung membaik.“

Bab VI

Kesehatan

Untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat 
secara umum dapat dilihat dari keluhan yang 
mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. 
Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu 
masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam 
pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan 
agar semua lapisan masyarakat memperoleh 
pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan 
merata. Keluhan kesehatan adalah gangguan 
terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk 
karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan 
terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya 
keluhan kesehatan utama yang banyak dialami 
oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, 
pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi.

Angka kesakitan atau morbiditas merupakan 
persentase penduduk yang mempunyai keluhan 
kesehatan dan mengakibatkan terganggunya 
kegiatan sehari-hari selama satu bulan terakhir. 
Pada tahun 2018, angka kesakitan di Provinsi NTB 
adalah sebesar 17,48 persen. Artinya, dari 100 
orang penduduk di NTB 17 sampai 18 orang di 
antaranya mengalami keluhan kesehatan. Angka 
kesakitan di NTB ini sedikit menurun dibandingkan 
tahun 2017, yaitu sebesar 18,03. Jika melihat lebih 
jauh lagi, sejak tahun 2014 lalu tingkat kesehatan 
masyarakat NTB dapat dikatakan semakin 
membaik. Hal ini dilihat dari angka kesakitannya 
yang cenderung menurun, dari 19,27 pada tahun 
2014 menjadi 17,48 pada tahun 2018. Sedangkan 
tingkat kesakitan pada tahun 2018 baik laki-laki 
maupun perempuan di NTB ini relatif sama, yaitu 
masing-masing sebesar 17,62 dan 17,83.

Gambar 6.2 Angka Kesakitan Provinsi NTB, 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Dari 100 orang 

penduduk NTB, 

17-18 orang 

diantaranya 

mengalami keluhan 

kesehatan pada 

Tabel 6.3 Angka Kesakitan Provinsi NTB Menurut Jenis 
Kelamin, 2016-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

“

Tahun Laki-Laki Perempuan
(1) (2) (3)

2016 21,17 20,46
2017 17,61 18,43
2018 17,62 17,83http
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Bab VI

Hanya separuh perempuan usia 15-49 tahun berstatus pernah 
kawin yang menggunakan alat KB maupun cara tradisional.“

Kesehatan

Gambar 6.3 di samping memperlihatkan 
bahwa pada tahun 2018 terdapat sebanyak 36,88 
persen penduduk perempuan berusia 10 tahun ke 
atas dan berstatus pernah kawin yang melakukan 
pernikahan pertamanya pada usia 21 tahun ke 
atas. Sedangkan yang melakukan pernikahan 
pertamanya di usia kurang dari 16 tahun ada 
sebanyak 15,76 persen. Angka ini meningkat 
dibandingkan tahun 2017 dimana terdapat 13,48 
persen yang melakukan pernikahan pertamanya 
pada usia kurang dari 16 tahun. Meningkatnya 
jumlah penduduk perempuan yang menikah 
pada usia kurang dari 16 tahun di NTB menjadi 
ancaman bagi program keluarga berencana dan 
bisa menghambat pencapaian bonus demografi. 
Selain itu, adanya pengaruh budaya dan adat 
istiadat yang diyakini oleh penduduk setempat 
juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi 
hal tersebut.

Mengingat pentingnya kualitas penduduk 
di Indonesia secara umum, pemerintah telah 
berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat 
dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia melalui 
program Keluarga Berencana (KB). Program KB ini 
dijalankan untuk mengatur jarak kelahiran serta 
menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di NTB 
sendiri, pada tahun 2018 hanya separuh (50,47 
persen) penduduk perempuan usia 15-49 tahun 
yang berstatus pernah kawin menggunakan alat 
kontrasepsi. Sedangkan 23,04 persen perempuan 
umur 15-49 tahun yang pernah kawin di NTB 
pernah menggunakan KB. Artinya seperempat 
perempuan lainnya tidak menggunakan KB 
ataupun cara tradisional lainnya. Dari sejumlah 
perempuan yang menggunakan KB tersebut, alat 
KB yang paling banyak digunakan adalah KB suntik.  

Gambar 6.3 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin 
Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur 
Perkawinan Pertama di NTB, 2018

Masih ada sebanyak 15,76% 

penduduk perempuan di 

NTB usia 10 tahun ke atas 

yang melakukan pernikahan 

pertama di usia ≤16 tahun.

“

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB

Tabel 6.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 
Tahun yang Pernah Kawin yang Sedang 
Menggunakan KB di NTB, 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Tahun Persentase
(1) (2)

2013 55,22
2014 54,10
2015 54,51
2016 53,96
2017 50,11
2018 50,47
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Rumah merupakan salah satu kebutuhan 
dasar bagi setiap penduduk yang harus terpenuhi, 
disamping kebutuhan dasar lain seperti sandang 
dan pangan. Aspek kualitas fisik dan fasilitas di 
dalamnya merupakan indikator yang umumnya 
digunakan untuk mengukur derajat kelayakan 
tempat tinggal seseorang. Ukuran kualitas fisik 
rumah dilihat dari jenis atap terluas, jenis dinding 
terluas, jenis lantai terluas, dan luas lantai per 
kapita. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur 
melalui sumber air minum, sumber penerangan, 
serta ketersediaan fasilitas buang air besar. 

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Susenas 
Maret 2018 di NTB terdapat sekitar 85,48 persen 
rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri, 
sisanya menempati rumah milik orang tua/saudara 
(bebas sewa), serta rumah dengan status kontrak/
sewa/rumah dinas/lainnya. Luas hunian yang layak 
per anggota rumah tangga untuk tempat tinggal 
adalah minimal 10 m2. Pada tahun 2018 rumah 
tangga di NTB dengan luas lantai per kapita di 
atas 10 m2 ada sebanyak 70,09 persen, menurun 
dibandingkan tahun 2017 yang mecapai 77,18 
persen.

Pada tahun 2018, jenis atap terluas yang 
paling banyak digunakan oleh rumah tangga di 
NTB adalah genteng (59,06 persen) sedangkan 
sisanya menggunakan beton, asbes, seng, 
bambu, atau jerami/ijuk. Jenis dinding terluasnya 
menggunakan tembok (83,50 persen) sedangkan 
sisanya menggunakan bambu, kayu, atau lainnya. 
Masih ada 50,03 persen rumah tangga di NTB yang 
lantai terluasnya dari semen/bata merah di tahun 
2018 ini.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status 

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB

Pada tahun 2018 terdapat 

70,09% rumah tangga di NTB 

yang memiliki luas lantai per 

kapita di atas 10 m2.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas 
Lantai Perkapita (m2) di NTB, 2018

Luas Lantai 2017 2018
(1) (2) (3)

< 10 m2 22,82 29,91
≥ 10 m² 77,18 70,09

Kepemilikan Rumah di NTB, 2018

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB

Sebanyak 85,48% rumah tangga di NTB yang telah 
memiliki rumah sendiri pada tahun 2018.“

Bab VII

Perumahan “
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Bab VII

Masih ada separuh rumah tangga di NTB yang belum memiliki 
sumber air minum layak pada tahun 2018.“

Perumahan

Ukuran kualitas fasilitas rumah tangga 
dapat diukur melalui sumber air minum, sumber 
penerangan, serta ketersediaan fasilitas buang 
air besar. Sumber air minum bersih terdiri dari air 
kemasan, air isi ulang, dan air yang berasal dari 
sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air 
terlindung dengan jarak ke tempat penampungan 
akhir tinja ≥ 10 m. Sedangkan sumber air minum 
layak terdiri dari leding, air hujan, dan air yang 
berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, 
serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat 
penampungan akhir tinja ≥ 10 m. Menurut hasil 
Susenas Maret 2018, rumah tangga di NTB yang 
telah memiliki sumber air minum bersih ada 
sebanyak 72,56 persen sedangkan rumah tangga 
dengan sumber air minum layak 50,61 persen. 
Artinya masih ada separuh rumah tangga di NTB 
yang tidak memiliki sumber air minum layak untuk 
kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. 
Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017, 
dimana persentase rumah tangga yang memiliki 
sumber air minum bersih dan layak masing-masing 
sebesar 70,90 persen dan 49,89 persen.

Faktor lain yang sangat menentukan kualitas 
perumahan dan terkait dengan kesehatan 
penduduk adalah tersedianya fasilitas buang air 
besar. Di NTB pada tahun 2018, persentase rumah 
tangga yang memiliki fasilitas buang air besar 
sendiri ada sebanyak 66,50 persen, meningkat 
dibanding tahun 2017 yang sebesar 62,06 persen. 
Yang cukup memprihatinkan adalah masih 
banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki 
fasilitas buang air besar, yaitu sebanyak 17,12 
persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi 
pemerintah daerah NTB untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. 

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber 
Air Minum 2017-2018

Ada sebanyak 

17,12% rumah 

tangga di NTB yang 

tidak memiliki 

fasilitas buang air 

besar.

“

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas 
Buang Air Besar, 2018

Sumber: Badan Pusat Statstik Provinsi NTB

Sumber Air Minum 2017 2018
(1) (2) (3)

Bersih 70,90 72,56
Layak 49,89 50,61
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Salah satu indikator yang ditetapkan oleh PBB 
yang digunakan sebagai ukuran perbandingan 
kualitas sumber daya manusia antar wilayah 
adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Pada tahun 2010, UNDP mengubah metodologi 
penghitungan IPM dan pada tahun 2014 diadakan 
penyempurnaan kembali dengan mengganti tahun 
dasar PNB per kapita menjadi tahun 2011. Angka 
IPM Provinsi NTB saat ini telah menggunakan 
metode baru tersebut.

Selama 8 tahun terakhir, IPM NTB masih 
berada pada kategori sedang (60 s.d. <70). 
Dibandingkan kondisi tahun 2011 angka IPM NTB 
meningkat sebesar 5,16 poin dari 62,14 menjadi 
67,30 di tahun 2018. Sedangkan IPM Indonesia 
pada tahun 2018 telah mencapai 71,39. Walaupun 
angka IPM NTB masih dibawah angka nasional, 
namun laju pertumbuhan IPM di NTB ini selalu di 
atas laju pertumbuhan nasional. Pada tahun 2018 
ini, laju pertumbuhan IPM di NTB mencapai 1,08 
persen sedangkan laju pertumbuhan IPM Nasional 
sebesar 0,82 persen. Jika laju pertumbuhan IPM 
dapat dipertahankan di atas 1 persen setiap 
tahunnya, maka setidaknya dalam kurun waktu 
tiga tahun ke depan, NTB bisa mencapai level IPM 
tinggi. Jika diurutkan dari capaian IPM terbesar 
se Indonesia, maka Provinsi NTB berada pada 
posisi ke 29 dari 34 provinsi. Dibandingkan tahun 
2016, posisi NTB bergeser 1 peringkat dari urutan 
ke 30. Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa 
kualitas pembangunan manusia di NTB mengalami 
peningkatan yang terbilang cukup pesat. Hal ini 
juga mengindikasikan bahwa pembangunan yang 
dilakukan pemerintah mulai menampakkan hasil 
yang positif bagi masyarakat.

Gambar 8.1 Perkembangan IPM Provinsi NTB, 2011-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

IPM NTB Tahun 2018 sebesar 

67,30 dengan menempati 

posisi 29 se-Indonesia.

Gambar 8.2  Laju Pertumbuhan IPM Provinsi NTB, 2011-
2018

2018

Laju pertumbuhan IPM NTB selalu berkisar di angka 1 
persen, di atas laju pertumbuhan IPM Indonesia.“

Bab VIII

Pembangunan Manusia “

62,14 62,98 63,76 64,31 65,19 65,81 66,58 67,30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,60

1,34
1,23

0,88

1,36

0,95
1,17 1,08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
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Indikator 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Umur Harapan Hidup 65,48 65,55 65,87
Harapan Lama Sekolah 13,16 13,46 13,47
Rata-rata Lama Sekolah 6,79 6,90 7,03
Pengeluaran Per Kapita 
(Ribu Rupiah) 9 575 9 878 10 284

Bab VIII

Tiga kabupaten/kota di NTB telah 
mencapai kategori IPM tinggi.“

Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang 
dibentuk dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, 
pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi 
kesehatan diukur menggunakan indikator Umur 
Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan diukur 
menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah 
(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan 
dimensi standar hidup layak diukur menggunakan 
Pengeluaran Per Kapita (PPP) atau kemampuan 
daya beli.

Pada tahun 2018, UHH masyarakat NTB 
adalah sebesar 65,87. Artinya, anak yang lahir 
pada tahun 2018 memiliki harapan untuk hidup 
hingga berusia 65,87 tahun atau setara dengan 65 
tahun 10 bulan. Harapan Lama Sekolah penduduk 
NTB pada tahun 2018 adalah sebesar 13,47 tahun. 
Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun di NTB 
yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 
2018 memiliki harapan untuk bisa bersekolah 
selama 13,47 tahun atau setara dengan Diploma 
I. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolahnya adalah 
sebesar 7,03 tahun yang berarti rata-rata 
penduduk usia 15 tahun ke atas di NTB telah 
mengenyam pendidikan selama 7,03 tahun atau 
setara dengan jenjang kelas VII SMP. Pengeluaran 
Per Kapita tahun 2018 adalah sebesar Rp10.284.0 
00 per kapita per tahun. Artinya secara rata-
rata pengeluaran satu orang penduduk di NTB 
selama satu tahun adalah sebesar Rp10.284.000. 
Jika melihat dari sisi wilayah administrasi, pada 
tahun 2018 ini ada tiga kabupaten/kota yang IPM-
nya telah mencapai kategori tinggi, yaitu Kota 
Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa 
Barat. Ketiga wilayah ini juga memiliki IPM di atas 
IPM NTB. Sedangkan IPM wilayah lainnya masih 
berada di level sedang dan di bawah IPM NTB.

Tabel 8.1 Perkembangan IPM Provinsi NTB, 2011-2018

Rata-rata pengeluaran satu 

orang penduduk di NTB 

selama satu tahun adalah 

sebesar Rp10.284.000.

Gambar 8.3 IPM Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, 
2018

63,83

65,35

65,36

65,62

66,77

66,97

67,18

67,30

70,71

75,04

78,43

Lombok Utara

Lombok Timur

Lombok Tengah

Bima

Sumbawa

Dompu

Lombok Barat

NTB

Sumbawa Barat

Kota Bima

Kota Mataram

Sumber: Analisis Pembangunan Manusia Provinsi NTB

“

Sumber: Analisis Pembangunan Manusia Provinsi NTB
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Sampai saat ini pertanian merupakan sektor 
andalan di Provinsi NTB, sehingga wilayah ini 
masih tergolong sebagai daerah agraris. Tidak 
hanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, 
sektor pertanian juga menjadi penyumbang 
terbesar bagi perekonomian NTB. Di tahun 2018, 
kontribusi pertanian dalam membentuk PDRB 
masih mencapai 23,40 persen. Menjadi sektor 
dominan, penguatan pertanian dan pemanfaatan 
produk pertanian menjadi penting untuk menjaga 
stabilitas sosial dan ekonomi NTB.

Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai daerah 
swasembada beras dan juga merupakan salah satu 
daerah penyangga pangan nasional. Tahun 2018, 
produksi padi di NTB mencapai 2,46 juta ton, baik 
padi sawah maupun padi ladang. Luas panen padi 
sawah dan padi ladang di NTB pada tahun 2018 
adalah sebesar 484 ribu hektar. Produksi jagung di 
NTB juga tergolong sangat besar, yaitu mencapai 
2,08 juta ton pada tahun 2018. Hal ini sangat wajar 
karena sebagian besar petani di Pulau Sumbawa 
menanam jagung di lahan mereka. Perkembangan 
komoditas jagung ini didukung oleh program 
Pemerintah Daerah yang dikenal dengan sebutan 
“PIJAR (Sapi-Jagung-Rumput Laut)”.

Komoditas tanaman pangan lainnya yang 
berpotensi untuk dikembangkan di NTB adalah 
Kedelai dan Kacang Tanah. Produksi kedelai 
pada tahun mencapai 71 ribu ton pada tahun 
2018 dengan luas lahan sebesar 65 ribu hektar. 
Sedangkan produksi kacang tanah di NTB pada 
tahun 2018 sebesar 25 ribu ton dengan luas lahan 
19 ribu hektar.

Tabel 9.1  Produksi Beberapa Hasil Pertanian Tanaman 

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB

PIJAR merupakan salah satu 

program Pemerintah Daerah 

NTB untuk meningkatkan 

produktivitas jagung.

Pangan di NTB (Ton), 2017-2018

Pulau Lombok merupakan salah satu lumbung padi 
nasional.“

Bab IX

Pertanian “

Komoditas 2014 2015 2018
(1) (2) (3) (4)

Padi
Luas Panen (ha) 433 712 467 503 484 715
Produksi (ton) 2 116 637 2 417 392 2 457 323
Jagung
Luas Panen (ha) 126 577 143 117 326 377
Produksi (ton) 785 864 959 973 2 084 929
Kedelai
Luas Panen (ha) 68 896 94 948 65 435
Produksi (ton) 97 172 125 036 70 933
Kacang Tanah
Luas Panen (ha) 26 458 20 249 19 057
Produksi (ton) 34 284 31 142 25 109
Ubi Kayu
Luas Panen (ha) 4 706 5 030 -
Produksi (ton) 92 643 107 254 -
Ubi Jalar
Luas Panen (ha) 1 082 1 120 -
Produksi (ton) 19 015 19 024 -
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Bab IX

Tiga kabupaten/kota di NTB telah 
mencapai kategori IPM tinggi.“

Pertanian

Produksi komoditas pertanian bawang merah 
di NTB mengalami peningkatan yang sangat 
siginifikan hingga mencapai 158 persen jika 
dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 195 
ribu ton di tahun 2017 menjadi 505 ribu ton pada 
tahun 2018. Begitu juga dengan produksi cabai 
yang meningkat hingga mencapai 40 persen, dari 
157 ribu ton pada tahun 2017 menjadi 220 ribu 
ton di tahun 2018. Provinsi NTB dikenal sebagai 
daerah pemasok tembakau Virginia nasional, 
dimana hampir semua produksinya diekspor untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku industri rokok. 
Pada tahun 2018, produksi tembakau Virginia 
justru menurun hingga 15 persen, dari 43 ribu ton 
di tahun 2017 menjadi hanya 36 ribu ton pada 
tahun 2018. Walaupun NTB juga menghasilkan 
tembakau rakyat, namun hasil produksinya tidak 
sebanyak tembakau Virginia, yaitu hanya sebesar 
7 ribu ton. 

Subsektor pertanian lain seperti peternakan, 
perikanan, dan tanaman perkebunan mengalami 
penurunan. Seperti produksi rumput laut yang 
banyak digunakan sebagai bahan baku oleh-oleh 
khas Lombok yang diolah berupa makanan justru 
mengalami penurunan. Produksi rumput laut di 
NTB pada tahun 2018 menurun hingga 169 ribu 
ton dibandingkan tahun 2017. Penurunan produksi 
komoditas pertanian di NTB ini mengakibatkan 
petani mengalami defisit. Terlihat pada gambar 
di samping, petani di beberapa subsektor masih 
belum mendapatkan surplus karena Nilai Tukar 
Petani (NTP) mereka masih di bawah 100. Namun 
secara umum petani NTB masih surplus.

Tabel  9.2  Produksi Beberapa Hasil Pertanian 
Hortikultura di NTB (Ton), 2017-2018

Nilai Tukar Petani 

Provinsi NTB pada 

tahun 2018 adalah 

sebesar 108,36.
“

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB

Gambar 9.1 Nilai Tukar Petani NTB Menurut Subsektor, 
2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Komoditas 2017 2018
(1) (2) (3)

Bawang Merah 195 457,7 504 837,00
Cabai 156 922,1 219 791,00
Tembakau Virginia 43 054,49 36 354,49
Tembakau Rakyat 7 625,65 7 625,65
Kelapa 48 365,09 45 035,07
Kopi 4 865,15 4 865,15
Jambu Mete 12 734,03 12 733,77
Sapi (ekor) 1 149 539 1 183 570
Rumput Laut 1 019 519,73 850 235,78
Ikan Darat (ribu ton) 236,11 242,08
Ikan Laut (ribu ton) 1 199,89 1 055,24

112,03

81,31

93,76

125,67

116,45

93,03

Tanaman Pangan

Hortikultura

Tanaman Perkebunan Rakyat

Peternakan

Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya
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NTB merupakan salah satu provinsi yang 
memiliki potensi pertambangan yang cukup 
besar, terutama di Pulau Sumbawa. Kategori 
Pertambangan dan Penggalian dalam struktur PDRB, 
terdiri dari empat subkategori yaitu Pertambangan 
Minyak, Gas dan Panas Bumi; Pertambangan 
Batu Bara dan Lignit; Pertambangan Bijih Logam; 
Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Provinsi 
NTB hanya memiliki kegiatan ekonomi di dua 
subsektor, yaitu pada subkategori Pertambangan 
Bijih Logam serta Pertambangan dan Penggalian 
lainnya. Subkategori Pertambangan Bijih Logam 
merupakan subkategori yang sangat dominan bagi 
NTB, karena subkategori ini menjadi faktor utama 
perekonomian di NTB menjadi sangat fluktuatif.

Kategori Pertambangan dan Penggalian 
pada tahun 2018 memberikan nilai tambah 
bagi perekonomian NTB sebesar Rp17,32 triliun 
rupiah. Nilai ini mengalami penurunan yang cukup 
signifikan dibandingkan tahun 2017. Jika dilihat 
dari kontribusinya, kategori Pertambangan dan 
Penggalian memberikan kontribusi sebesar 13,98 
persen terhadap PDRB NTB pada tahun 2018. Nilai 
ini turun cukup drastis dari tahun sebelumnya 
yang mencapai 19,46 persen. Dominasi kategori 
Pertambangan di NTB ini mulai melemah sejak 
tahun 2017 dan pada tahun 2018 ini posisinya 
berada di urutan ke tiga.

Gambar 10.1 Nilai PDRB ADH Berlaku Kategori 
Pertambangan dan Penggalian NTB 
(triliun rupiah), 2011-2018

Pulau Lombok merupakan salah satu lumbung padi 
nasional.“

Bab X

Pertambangan dan
Energi

“

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**

13,75

10,18 9,84 9,23

23,82
26,23

24,11

17,32

Gambar 10.2 Kontribusi Sektor Pertambangan dan 
Penggalian Terhadap PDRB NTB 
(persen), 2011-2018 

20,16

14,75
13,36

11,31

22,55 22,52

19,46

13,98

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Kontribusi kategori 

Pertambangan dan Penggalian 

terhadap perekonomian NTB 

2018 mencapai 13,98%.

Keterangan:  * Angka Sementara   ** Angka Sangat Sementara
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Bab X

Baik jumlah produksi maupun distribusi listrik dari PT 
PLN di NTB terus mengalami peningkatan.“

Pertambangan dan Energi 

Saat ini listrik telah menjadi sebuah kebutuhan 
bagi seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya 
peranan listrik ini mendorong pemerintah untuk 
terus membangun pembangkit listrik guna 
mencukup kebutuhan dan menambah daya listrik 
yang sudah ada. Prduksi listrik di NTB pada tahun 
2018 tercatat sebanyak 1.993 juta Kwh, meningkat 
sebanyak 5,12 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya. Selain produksi listrik, distribusi 
listrik oleh PLN di wilayah NTB juga mengalami 
peningkatan. Sejak tahun 2014, baik jumlah listrik 
yang diproduksi maupun yang didistribusikan oleh 
PLN di NTB terus meningkat.

Begitu juga dengan jumlah listrik yang terjual 
pun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 
ini, jumlah listrik yang terjual meningkat hingga 
5,90 persen. Pada tahun 2017 jumlah listrik yang 
terjual di NTB adalah sebanyak 1.678 juta Kwh dan 
meningkat sebanyak 99 juta Kwh menjadi 1.777 
juta Kwh pada tahun 2018. Peningkatan jumlah 
listrik ini dikarenakan meningkatnya jumlah 
pelanggan PLN di Provinsi NTB. Jumlah pelanggan 
PLN pada tahun 2018 ini meningkat sebanyak 150 
ribu pelanggan atau setara dengan 12,51 persen 
dibandingkan tahun 2017. Hal ini menjadi indikasi 
bahwa listrik telah menjadi bagian penting dari 
kebutuhan hidup manusia dalam menunjang 
kegiatan sehari-hari. Peningkatan pasokan listrik 
oleh PLN menjadi sangat penting agar produksi 
listrik dapat secara langsung dinikmati oleh 
masyarakat di seluruh pelosok negara ini.

Gambar 10.3  Produksi dan Distribusi Listrik di NTB (juta 
Kwh), 2014-2018

“

Sumber: PT PLN (Persero) Wilayah NTB

Gambar 10.4 Jumlah Listrik Terjual di NTB (Juta Kwh), 
2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
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Produksi Distribusi

Sumber: PT PLN (Persero) Wilayah NTB

Jumlah Kwh yang 

terjual pada tahun 

2018 meningkat 

hingga 5,90%.
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Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan 
ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu 
barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan 
tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah 
jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi 
barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya 
lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk 
dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon 
dan pekerjaan perakitan (assembling). Industri 
Pengolahan merupakan lapangan usaha yang 
paling tinggi share-nya terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Namun di NTB sendiri, 
lapangan usaha industri ini menempati posisi ke 
delapan.

Pada tahun 2018, kategori Industri Pengolahan 
ini menciptakan nilai tambah sebesar 5,11 triliun 
rupiah terhadap perekonomian di NTB. Walaupun 
secara nilai PDRB-nya terus meningkat, namun laju 
pertumbuhannya justru melambat dibandingkan 
tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 1,33 di 
tahun 2018 ini. Melemahnya pertumbuhan industri 
di tahun 2018 dikarenakan bencana gempa bumi 
yang melanda di triwulan III-2018. Akibatnya tak 
hanya pada konsumen yang melemah, namun juga 
banyak pelaku industri berhenti beroperasi hingga 
masa pemulihan gempa dimulai kembali.

Dari sisi ketenagakerjaan, kategori industri 
ini mampu menyerap tenaga kerja NTB sebanyak 
12,38 persen. Misi Industrialisasi yang dipegang 
oleh Gubernur NTB untuk memajukan kategori 
Industri Pengolahan ini diharapkan akan dapat 
memompa kontribusi kategori Industri Pengolahan 
dalam memajukan perekonomian NTB.

Gambar 11.1 Nilai PDRB ADH Berlaku dan Laju 
Pertumbuhan Kategori Industri 
Pengolahan NTB (triliun rupiah), 2011-
2018

Kategori Industri Pengolahan menjadi kontributor  ke-8  
bagi  perekonomian NTB di tahun 2018.“

Bab XI

Industri Pengolahan “

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Gambar 11.2 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan 
Terhadap PDRB NTB (persen), 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Penyerapan 

tenaga kerja pada 

kategori industri 

di tahun 2018 

sebesar 12,38%.

3,30 3,45 3,60 3,82 4,06 4,51 4,92 5,11

2,06

4,21
3,65 3,37 3,12

5,42
6,06

1,33

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**

PDRB Laju

Keterangan:  * Angka Sementara   ** Angka Sangat Sementara
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Bab XII

Kontribusi Kategori Konstuksi terhadap ekonomi NTB 
adalah sebesar 9,51% dan menempati posisi ke-4.“

Konstruksi

Pembangunan yang ada di Provinsi NTB 
cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun. Salah 
satu lapangan usaha yang pertumbuhannya 
terbilang cukup dinamis adalah kategori 
Konstruksi. Laju pertumbuhan kategori konstruksi 
di NTB berfluktuasi namun cenderung mengalami 
peningkatan dari tahun 2011. Pada tahun 2011 
kategori Konstruksi mampu tumbuh sebesar 
7,43 persen, namun kemudian menurun cukup 
drastis menjadi 2,41 persen di tahun 2018. Laju 
pertumbuhan kategori konstruksi pada tahun 
2018 ini merupakan yang terendah sejak tahun 
2011. Melambatnya laju pertumbuhan kategori 
konstruksi pada tahun 2018 ini dikarenakan 
bencana alam berupa gempa bumi yang melanda 
Provinsi NTB, utamanya Pulau Lombok, pada 
tahun 2018 silam.

Perkembangan kategori Konstruksi akan 
mendukung terciptanya sarana dan prasarana 
yang lebih baik sehingga dapat mendukung 
pertumbuhan pada kategori lainnya. Kontribusi 
kategori konstruksi terhadap perekonomian di 
NTB juga cukup dinamis selama periode 2011-
2018 namun cenderung stagnan di kisaran 8 
sampai 10 persen. Di tahun 2011, kontribusi 
kategori konstruksi mencapai 9,04 persen, sempat 
berkurang hingga mencapai yang terendah yaitu 
di angka 8,37 persen pada tahun 2015. Namun 
kemudian mampu meningkat hingga mencapai 
9,51 di tahun 2018. Di tahun 2018 ini, kategori 
Konstruksi menempati posisi ke empat dalam hal 
kontribusi terbesar terhadap perekonomian di 
NTB.

Gambar 12.1 Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Kategori 
Konstruksi di NTB (%), 2011-2018

“

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Gambar 12.2 Kontribusi Nilai Tambah Kategori 
Konstruksi Terhadap PDRB NTB (%), 
2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Kategori Konstruksi 

menyumbang sebanyak 

8,87% terhadap PDRB 

NTB.
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9,04 
9,29 
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BPS melakukan survei konstruksi triwulanan 
secara sampel terhadap perusahaan konstruksi 
berbadan hukum untuk mengetahui perkembangan 
sektor konstruksi. Secara umum indeks konstruksi 
di NTB terus mengalami peningkatan setiap 
triwulannya sepanjang tahun 2018, kecuali jumlah 
pekerja tetap yang nilainya relatif stabil. Sementara 
itu, indeks Prospek Bisnis meningkat pada triwulan 
II-2018 namun menurun pada triwulan III-2018 
dan stagnan hingga triwulan IV-2018. Sedangkan 
indeks Kondisi Bisnis dan Masalah Bisnis dan 
cenderung menurun hingga triwulan IV-2018.

Kategori konstruksi merupakan kategori yang 
cukup berperan dalam menyerap tenaga kerja. 
Pada tahun 2018, konstruksi menyerap sekitar 6,91 
persen tenaga kerja di NTB. Angka ini menurun 
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 
ada sebanyak 172 ribu tenaga kerja konstruksi, 
kemudian menjadi 149 ribu di tahun 2018. Tenaga 
kerja pada sektor konstruksi ini didominasi oleh 
kaum lelaki. Hanya ada 2,86 persen pekerja wanita 
dari seluruh jumlah tenaga kerja konstruksi di 

Tabel 12.1 Indeks dan Pertumbuhan Konstruksi 
Triwulanan di NTB, 2018

Indeks Konstruksi Provinsi NTB cenderung mengalami 
peningkatan setiap triwulannya sepanjang tahun 2018.“

Bab XII

Konstruksi “

Sumber: Indikator Konstruksi, BPS RI

Gambar 12.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas 
yang Bekerja di Sektor Konstruksi di NTB 
(Orang), 2011-2018

Sumber: Profil Ketenagakerjaan BPS Provinsi NTB
Sektor konstruksi menyerap 

tenaga kerja di NTB sebanyak 

6,91% pada tahun 2018.

Indeks Tw I Tw II Tw III Tw IV
(1) (2) (3) (4) (5)

Pekerja Tetap
Pertumbuhan

112,21
-0,29

112,64
0,39

113,08
0,39

113,41
0,29

Hari Orang
Pertumbuhan

167,41
-2,40

169,75
1,40

173,14
2,00

175,34
1,27

Balas Jasa dan Upah
Pertumbuhan

199,10
-2,59

202,93
1,93

210,69
3,82

215,26
2,17

Nilai Konstuksi
Pertumbuhan

212,12
-2,35

217,72
2,64

226,59
4,07

233,13
2,89

Prospek Bisnis 52,32 66,07 55,54 55,54
Kondisi Bisnis 52,87 66,07 43,61 43,61
Masalah Bisnis 41,81 36,25 33,56 33,56
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Bab XIII

Meski sempat dilanda bencana gempa bumi, RLM di 
NTB pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan 2017.“

Hotel dan Pariwisata

Pesona keindahan alam serta budaya yang 
dimilik oleh Nusa Tenggara Barat menyimpan 
potensi pariwisata yang diminati oleh para 
wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun 
mancanegara. Menurut Venue, salah satu majalah 
wisata terkemuka di Indonesia, Pulau Lombok 
termasuk dalam lima besar destinasi wisatawan 
terfavorit setelah Bali, Jakarta, NTT (komodo), 
dan Yogyakarta. Semakin dikenalnya kegiatan 
pariwisata yang banyak dipamerkan melalui 
media sosial menarik minat para wisatawan untuk 
berkunjung. Semakin populernya aplikasi-aplikasi 
pemesanan transportasi dan akomodasi yang 
dapat dengan mudah diunduh melalui ponsel 
pintar juga menjadi stimulan pariwisata di NTB.

Pada tahun 2018 RLM untuk hotel bintang di 
NTB sebesar 2,23 hari, meningkat dibandingkan 
tahun sebelumnya. Sedangkan RLM hotel non 
bintang juga mengalami peningkatan menjadi 1,79 
hari di tahun 2018. Rata-rata Tingkat Penghunian 
Kamar (TPK) hotel bintang di NTB pada tahun 
2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 
sebelumnya. Sedangkan rata-rata TPK hotel non 
bintang di NTB justru mengalami peningkatan, dari 
24,63 persen menjadi 24,76 persen. Umumnya 
peningkatan lama hunian kamar hotel di NTB 
terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Karena pada 
bulan-bulan tersebut sedang berlangsung waktu 
liburan bagi wisatawan nusantara, terutama anak 
sekolah dan pegawai serta memasuki musim libur 
juga bagi wisawatan mancanegara. Namun pada 
tahun 2018 ini justru sangat lemah hingga menjadi 
titik terendah sepanjang tahun 2018. Hal ini 
dikarenakan bencana gempa bumi yang melanda 
NTB selama bulan Agustus tahun 2018 lalu yang 
membuat kondisi pariwisata di NTB sangat anjlok.

Gambar 13.1 Rata-rata Lama Tamu Menginap di NTB 
(hari), 2014-2018

“

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Gambar 13.2 TPK Hotel di NTB Menurut Bulan Tahun 
2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Gempa yang melanda 

NTB pada Agustus 

2018 menyebabkan 

TPK Agustus sangat 

*) tanpa data bulan Juli

rendah dan TPK Juli tidak 

dicatat.
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Jumlah kunjungan wisatawan ke NTB pada 
tahun 2018 menurun cukup drastis akibat bencana 
alam gempa bumi selama bulan Agustus 2018 silam. 
Hingga tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan 
ke NTB terus menunjukkan signal positif, dimana 
pada tahun 2017 jumlah yang berkunjung hampir 
mencapai 3 kali lipat jumlah tahun 2013. Namun 
akibat bencana tersebut membuat wisatawan 
enggan datang, sehingga pada tahun 2018 jumlah 
wisatawan mancanegara turun hingga 15,73 
persen dan wisatawan nusantara berkurang hingga 
22,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Beroperasinya Bandara Internasional Lombok 
(BIL) yang memiliki kapasitas dan frekuensi 
penerbangan yang lebih tinggi akan memudahkan 
akses ke Lombok dan juga Sumbawa. Program 
pemerintah “Visit Lombok Sumbawa” merupakan 
langkah nyata dalam rangka mengembangkan 
kegiatan pariwisata di NTB. Optimisme para pelaku 
industri pariwisata semakin tinggi dengan semakin 
banyaknya penerbangan langsung dari luar negeri 
ke Lombok.

Jumlah hotel, baik hotel bintang maupun non 
bintang pada tahun 2018 mengalami peningkatan. 
Sebaran hotel yang ada di NTB paling banyak 
ada di Lombok Utara, mencapai 43 persen dari 
jumlah hotel yang ada di NTB. Hal ini dikarenakan 
banyaknya hotel yang dibangun di 3 gili (Gili 
Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) yang merupakan 
kawasan Kabupaten Lombok Utara, dimana wisata 
3 gili tersebut memang paling terkenal dan menjadi 
daya tarik utama bagi wisatawan.

Gambar 13.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancane-
gara dan Nusantara di NTB (ribu orang), 
2013-2018

Jumlah hotel, baik bintang maupun non bintang, di NTB 
pada tahun 2018 mengalami peningkatan.“

Bab XIII

Hotel dan Pariwisata “

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Tabel 13.1 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang di 
NTB, 2010-2018

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Jumlah wisatawan 

yang berkunjung 

ke NTB pada tahun 

2018 berkurang 

hingga 19,83%.

Tahun Bintang Non Bintang
(1) (2) (3)

2012 43 412
2013 47 617
2014 54 668
2015 63 679
2016 65 882
2017 79 895
2018 88 1 244
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Bab XIV

Kondisi jalan di NTB pada tahun 2018 membaik 
dibandingkan tahun sebelumnya.“

Transportasi dan Komunikasi

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi 
memiliki peranan penting dalam mendukung 
kelancaran aktivitas ekonomi dan kegiatan sehari-
hari manusia, khususnya transportasi darat. Untuk 
mendukung kelancaran transportasi darat, hingga 
tahun 2018 terdapat 934,55 km jalan negara dan 
1.484,43 km jalan provinsi. Dari total jalan provinsi, 
sebanyak 87,22 persen permukaan jalannya sudah 
diaspal, sedangkan sisanya belum diaspal. Jumlah 
ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, 
dimana pada tahun 2017 jalan yang sudah diaspal 
ada sebanyak 83,33 persen.

Sedangkan jika dirinci menurut kondisi 
jalannya, sebanyak 1.029 km atau sekitar 69,32 
persennya dalam kondisi yang baik. Sebanyak 
14,33 persen atau 212,73 km jalan di NTB berada 
dalam kondisi sedang. Sedangkan sisanya dalam 
kondisi rusak dan tidak dirinci. Kondisi jalan di 
NTB pada tahun 2018 membaik dibandingkan 
tahun 2017. Hal ini terlihat dari panjang jalan yang 
dalam kondisi baik meningkat dibandingkan tahun 
sebelumnya serta panjang jalan dengan kondisi 
sedang dan rusak menurun. Beruntungnya gempa 
bumi tidak banyak merusak infrastruktur jalan.

Gambar 14.1 Persentase Panjang Jalan Provinsi NTB 
Menurut Jenis Permukaan, 2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

Tabel 14.1 Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Kondisi 
Jalan (km), 2017-2018

Sebanyak 87,22% 

jalan Provinsi NTB 

sudah diaspal
“

Kondisi Jalan 2017 2018
(1) (2) (3)

Baik 886,51 1 029,00
Sedang 258,89 212,73

Rusak Ringan 22,53 2,20
Rusak Berat 186,50 115,48
Tidak Dirinci 130,00 125,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
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Sejak beroperasinya Bandar Udara 
Internasional Lombok (BIL) pada Oktober 2011, 
berbagai kegiatan nasional dilangsungkan di 
Provinsi NTB. Peningkatan jumlah aktivitas 
penerbangan ditandai dengan meningkatnya 
jumlah penumpang yang datang dan berangkat. 
Jumlah penumpang yang semula sebanyak 3,6 
juta orang pada tahun 2016, meningkat menjadi 
4 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini terjadi 
baik untuk penumpang yang datang maupun 
penumpang yang berangkat dari BIL.

Jika dirinci menurut asal kedatangan 
penumpang, penumpang yang datang melalui 
pintu kedatangan internasional di BIL berkurang 
sebanyak hingga 13,28 persen pada tahun 2018 
dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan 
jumlah kedatangan penumpang melalui pintu 
internasional ini sejalan dengan menurunnya 
jumlah wisatawan mancanegara ke NTB. Hal ini 
dikarenakan bencana alam gempa bumi yang 
melanda Pulau Lombok pada Agustus 2018 lalu.

Selain itu, mulai maraknya jasa pengiriman 
barang (pos kurir) yang dipengaruhi oleh 
berubahnya budaya jual beli menuju ke sistem 
online dimana pengirimannya dapat menjangkau 
seluruh pelosok negeri saat ini, arus barang di NTB 
pun mengalami peningkatan yang cukup pesat. 
Barang yang dibongkar maupun dimuat melalui 
angkutan udara selalu mengalami peningkatan 
dari tahun 2013 hingga 2018. Total arus barang 
pada tahun 2018 meningkat hinga lebih dari 3 ribu 
ton atau sekitar 23,51 persen dibandingkan tahun 
2017. 

Tabel 14.2 Statistik Transportasi Udara, 2016-2018

Arus penumpang melalui BIL meningkat menjadi 3,9 juta 
orang pada tahun 2018.“

Bab XIV

Transportasi dan Komunikasi “

Gambar 14.2 Persentase Penumpang yang Datang 
Melalui Angkutan Udara Menurut 
Kedatangan Domestik dan 
Internasional, 2017-2018

Arus barang melalui udara pada 

tahun 2018 meningkat sebanyak 

23,51% atau sekitar 3,31 ribu 
ton.

Uraian 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Jumlah Penum- 
pang (orang) 3 634 915 3 892 269 3 982 825

Datang 1 867 922 1 989 891 2 041 858
Berangkat 1 766 993 1 902 378 1 940 967

Barang 
(ribu ton) 12 029 14 091 17 405

Bongkar 5 560 6 624 9 107
Muat 6 469 7 467 8 298

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

91,84%

8,16%

93,11%

6,89%

Domestik Internasional

2017

2018
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Bab XIV

Walau jumlah arus penumpang melalui angkutan laut 
terus menurun, namun pilihan tersebut masih diminati.“

Transportasi dan Komunikasi

Walaupun jumlah arus penumpang dan barang 
melalui angkutan laut lebih sedikit dibandingkan 
angkutan udara, angkutan laut masih diminati 
oleh masyarakat pada umumnya. Terutama 
bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke 
bawah karena biayanya yang lebih murah. Selain 
itu penumpang angkutan laut bisa mengangkut 
barang bawaan dalam jumlah yang lebih banyak 
dibandingkan menggunakan angkutan udara. 

Arus penumpang melalui angkutan laut terus 
mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 
tahun 2018. Pada tahun 2018 arus penumpang 
laut turun sebanyak 5.222 orang atau sekitar 3,81 
persen dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini 
terjadi pada jumlah penumpang yang berangkat, 
dimana pada tahun 2017 terdapat 70.912 orang 
yang berangkat kemudian turun menjadi 62.911 
orang pada tahun 2018. Sedangkan untuk 
penumpang yang datang justru mengalami 
peningkatan, yaitu dari 66.223 orang di tahun 
2017 menjadi 69.002 di tahun 2018.

Sama halnya dengan angkutan udara, arus 
bongkar muat barang melalui angkutan laut juga 
terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan 
arus bongkar muat barang pada tahun 2018 ini 
dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2018 
barang yang dibongkar meningkat sebanyak 221 
ribu ton atau sekitar 15,25 persen, yaitu dari 1.448 
ribu ton pada tahun 2017 menjadi 1.669 ribu ton 
di tahun 2018. Sedangkan barang yang dimuat 
meningkat sebanyak 119 ribu ton atau sekitar 
45,60 persen, dari 261 ribu ton di tahun 2017 
menjadi 381 ribu ton di tahun 2018.

Tabel 14.3 Statistik Transportasi Laut, 2016-2018

Jumlah arus penumpang 

melalui angkutan laut menurun 

sebanyak  5.222 orang atau 

sekitar 3,81%.

“

Uraian 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Jumlah Penum-
pang (orang) 142 487 137 135 131 913

Datang 72 072 66 223 69 002
Berangkat 70 415 70 912 62 911

Barang 
(ribu ton) 1 568 1 709 2 050

Bongkar 1 387 1 448 1 669
Muat 181 261 381

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
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Di zaman modern ini, perbankan menjadi 
sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah. Regulasi yang dilakukan 
perbankan pada dasarnya merupakan upaya 
untuk menstabilkan dan menjaga kesinambungan 
perekonomian. Secara umum kegiatan perbankan 
meliputi penghimpunan dana masyarakat dan 
sekaligus melaksanakan penyaluran dana kepada 
yang membutuhkan antara lain rumah tangga, 
pemerintah maupun dunia usaha untuk kegiatan 
ekonomi melalui pelayanan kredit dengan berbagai 
bentuk dan sasarannya.

Untuk pelayanan perbankan, baik Bank Umum 
maupun BPR telah memiliki kantor yang tersebar 
di seluruh kabupaten/kota. Pada tahun 2018, Bank 
Umum di NTB memiliki kantor sebanyak 480 unit, 
sementara kantor BPR ada sebanyak 119 unit. 
Jumlah kantor Bank Umum ini meningkat sebanyak 
11 unit dibandingkan tahun 2017. Kantor Bank 
Umum paling banyak terdapat di Kota Mataram 
yaitu mencapai 141 unit. Kota Mataram merupakan 
ibukota provinsi dan pusat pemerintahan Provinsi 
NTB sehingga banyak kantor perbankan yang 
didirikan di kota tersebut. Sedangkan kantor BPR 
paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok 
Timur dan Kabupaten Sumbawa, yaitu masing-
masing sebanyak 24 unit.

Gambar 15.1 Jumlah Kantor Bank Umum & Bank 

Pada tahun 2018 jumlah 

Bank Umum di wilayah NTB 

meningkat sebanyak 11 unit.

Perkreditan Rakyat (BPR) per Kabupaten/
Kota, 2018

Terdapat 599 unit kantor perbankan yang tersebar di 
kabupaten/kota di NTB pada tahun 2018.“

Bab XV

Perbankan dan Investasi“

Sumber: Kantor OJK Provinsi NTB
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Bab XV

Pada tahun 2018, kredit yang disalurkan  di NTB mencapai 
Rp48,22 triliun.“

Perbankan dan Investasi

Seiring dengan peningkatan perekonomian, 
penyaluran kredit perbankan di NTB juga 
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 
2018, kredit yang disalurkan mencapai 48,22 
triliun rupiah, meningkat 10,14 triliun atau 
setara 26,63 persen dibandingkan tahun 2017. 
Jika dilihat dari komposisi penggunaan kredit 
tersebut, sebanyak 42,10 persen digunakan untuk 
kegiatan konsumsi, 30,02 persen digunakan untuk 
investasi, dan 27,88 persen untuk modal kerja. 
Kredit untuk konsumsi berkurang sebesar Rp2,67 
triliun atau sebesar 11,63 persen dibanding 
tahun 2017. Sedangkan kredit untuk modal kerja 
meningkat sebanyak Rp2,56 triliun atau sekitar 
23,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada 
kredit untuk investasi, dimana peningkatannya 
hingga mencapai 242,47 persen, yaitu dari Rp4,23 
triliun di tahun 2017 menjadi Rp14,48 triliun pada 
tahun 2018. Penyaluran kredit terbesar tahun 
2018 terjadi di Kota Mataram yaitu sebanyak 
11,02 triliun rupiah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
dapat dilakukan dengan menambah investasi. 
Investasi dapat berupa penanaman modal, baik 
modal dalam negeri maupun asing, perorangan 
maupun pemerintah. Secara total, realisasi 
investasi yang ada di NTB pada tahun 2018 
mencapai Rp15.781 triliun. Nilai ini meningkat 
hingga 39,90 persen dibandingkan tahun 2017. 
Pada tahun 2018, realisasi PMDN di NTB sebesar 
Rp11.863,73 triliun, meningkat 30,73 persen 
dibandingkan 2017. Sedangkan realisasi PMA 
di NTB tahun 2018 sebesar Rp3.917,63 triliun, 
meningkat hingga 77,66 persen dibanding tahun 
sebelumnya.

Tabel 15.1 Posisi Kredit Perbankan Menurut 
Penggunaan (Triliun Rupiah) di NTB, 
2011-2018

“

Sumber: Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB

Tabel 15.2 Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja 

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Tahun Modal 
Kerja Investasi Konsumsi Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)
2012 6,00 2,08 9,70 17,78
2013 8,91 3,13 11,30 23,35
2014 9,94 3,35 13,47 26,76
2015 9,75 3,91 15,00 28,65
2016 10,11 5,84 16,69 32,64
2017 10,88 4,23 22,97 38,08
2018 13,44 14,48 20,30 48,22

Investasi 2017 2018
(1) (2) (3)

PMDN
Proyek 132 224
Investasi (miliar rupiah) 9 075,24 11 863,73
Tenaga Kerja (orang) 11 616 469
PMA
Proyek 956 1 203
Investasi (miliar rupiah) 2 205,08 3 917,63
Tenaga Kerja (orang) 2 821 3 228

Nilai investasi di 

NTB pada tahun 

2018 mencapai 

Rp15.781 
triliun.

Provinsi NTB, 2017-2018

Pintu Provinsi NTB
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Inflasi adalah suatu proses meningkatnya 
harga-harga secara umum dan terus menerus, 
berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain 
konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau 
bahkan spekulasi, termasuk juga akibatnya 
adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi 
adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi 
rendahnya tingkat harga. Inflasi adalah indikator 
untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap 
terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung 
secara terus menerus dan saling mempengaruhi.

Pencatatan inflasi di NTB dilakukan di dua 
kota, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima. Selama 
periode 2011-2018, tampak bahwa inflasi di NTB 
cenderung mengalami penurunan. Namun pada 
tahun 2013 inflasi NTB meningkat sangat tajam, 
dari 3,99 persen di tahun 2012 menjadi 9,51 di 
tahun 2013.  Kemudian cenderung menurun 
hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 inflasi di NTB 
tercatat sebesar 3,16 persen, meningkat 0,54 poin 
dari tahun sebelumnya. Inflasi NTB paling rendah 
terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai 2,61 
persen. Sepanjang tahun 2018, tren inflasi di NTB 
tidak selalu mengikuti inflasi di Indonesia. Inflasi 
NTB tahun 2018 tercatat sebesar 3,16 persen 
sedangkan inflasi Indonesia sebesar 3,13 persen. 
Inflasi di NTB yang tertinggi terjadi pada bulan Juni, 
yaitu sebesar 0,76 persen. Angka inflasi ini lebih 
tinggi dibandingkan angka inflasi tertinggi nasional 
yang hanya sebesar 0,62 persen. Sedangkan inflasi 
terendah terjadi pada bulan Mei dan September, 
dimana inflasi NTB tercatat sebesar -0,28 persen 
yang artinya NTB mengalami deflasi.

Gambar 16.1 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB, Kota 

Inflasi Provinsi NTB pada tahun 2018 tercatat sebesar 
3,16 persen.“

Bab XVI

Harga-Harga “

Gambar 16.2 Perkembangan Inflasi Per Bulan di 
Provinsi NTB dan Indonesia Selama 
Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Mataram dan Kota Bima (persen), 2011-
2018
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Harga produsen untuk komoditas palawija di 
NTB pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun sebelumnya. Harga produsen 
untuk komoditas jagung pipilan meningkat 
sebesar 5,64 persen dibanding tahun 2017, dari 
Rp411 ribu per kwintalnya menjadi Rp434 ribu. 
Kenaikan harga produsen untuk komoditas kacang 
kedelai mencapai 11,33 persen. Harga produsen 
untuk komoditas kacang tanah meningkat sebesar 
Rp88.465 per kwintal sehingga pada tahun 2018 
menjadi Rp1,68 juta per kwintalnya. Sedangkan 
harga produsen untuk komoditas ubi jalar justru 
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. 
Harga produsen ubi jalar mengalami penurunan 
sebesar 2,15 persen di tahun 2018 sehingga 
harganya menjadi Rp308.270 per kwintalnya.

Harga produsen untuk beberapa komoditas 
sayuran yang umumnya menjadi konsumsi sehari-
hari bagi rumah tangga, semuanya mengalami 
penurunan yang cukup drastis dibandingkan 
tahun 2017. Komoditas bawang merah mengalami 
penurunan harga sebesar 24,03 persen, sehingga 
harga produsen per kilogramnya menjadi 
Rp15.518 pada tahun 2018.  Harga bawang putih 
menurun sebesar 32,24 persen, dari Rp30.230 
per kg di tahun 2017 menjadi Rp20.483 per kg 
di tahun 2018. Harga cabai merah juga menurun 
hingga 38,80 persen di tahun 2018, yaitu sebesar 
Rp16.969 per kilogramnya. Cabai rawit merupakan 
komoditas sayuran yang penurunan harganya 
paling tajam, yaitu mencapai 44,05 persen. Pada 
tahun 2018 harga produsen cabai rawit adalah 
sebesar Rp18.704 per kg. Sedangkan harga 
produsen untuk komoditas tomat sayur justru 
meningkat hingga 99,09 persen dan mencapai 
harga tertinggi sejak tahun 2016.

Tabel 16.1  Perkembangan Harga Produsen Palawija 
di NTB (Rp/Kw), 2016-2018

Harga produsen Cabai Rawit 

turun hingga 44,05% 

pada tahun 2018 menjadi 

Rp18.704 per kg.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Bab XVI

Harga Produsen untuk komoditas palawija terus mengala-
mi peningkatan hingga tahun 2018.“

Harga-Harga “

Komoditi 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Bawang Merah 1 523 641 2 042 495 1 551 752
Bawang Putih 1 124 036 3 022 996 2 048 262
Cabai Merah 2 178 867 2 772 540 1 696 908
Cabe Rawit 1 117 431 3 343 076 1 870 367
Kentang 789 181 844 070 650 421
Tomat Sayur 418 828 366 057 728 778

Komoditi 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4)

Jagung Pipilan 337 135 410 626 433 781
Kacang Kedelai 621 886 699 772 779 046
Kacang Tanah 1 240 459 1 591 861 1 680 326
Ubi Jalar 313 953 315 047 308 270

Tabel 16.2 Perkembangan Harga Produsen 
Hortikultura di NTB (Rp/Kw), 2016-
2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB http
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Kesejahteraan masyarakat salah satunya 
dapat dilihat dari perkembangan pendapatannya. 
Besarnya tingkat pengeluaran berbanding lurus 
dengan tingkat pendapatan dan akhirnya akan 
mempengaruhi pola konsumsi. Pada tahun 2018, 
pengeluaran per kapita per bulan penduduk NTB 
meningkat sebesar Rp97.147, atau sekitar 11,83 
persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 
Rp918.199. Dengan demikian, apabila rata-rata 
jumlah anggota rumah tangga di NTB sebesar 4 
orang maka rata-rata setiap rumah tangga di NTB 
membutuhkan dana sebesar Rp3.672.796 untuk 
memenuhi rata-rata konsumsi makanan dan non 
makanan mereka selama satu bulan.

Pengeluaran penduduk di NTB sejak tahun 
2015 masih didominasi oleh konsumsi makanan. 
Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran konsumsi 
makanan per bulan penduduk NTB adalah sebesar 
Rp525.091 dan rata-rata pengeluaran konsumsi 
non makanannya sebesar Rp393.108. Artinya 
sekitar 57 persen pengeluaran penduduk NTB 
digunakan untuk konsumsi makanan, sedangkan 
43 persen sisanya digunakan untuk konsumsi non 
makanan. Proporsi ini sedikit hanya bergeser dari 
tahun 2017 yang sebesar 56:44 untuk konsumsi 
makanan dan non makanan. Peningkatan 
kesejahteraan penduduk dapat diamati dari 
komposisi pengeluaran penduduknya.  Menurut 
Ernst Engel, seorang ekonom, apabila selera tetap 
(tidak berubah) maka persentase pengeluaran 
untuk makanan akan menurun seiring dengan 
meningkatnya pendapatan. Oleh sebab itu, jika 
pengeluaran penduduk sudah bergeser untuk 
pemenuhan konsumsi bukan makanan, dapat 
menjadi indikasi membaiknya kesejahteraan 
masyarakat.

Gambar 17.1 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 

Pengeluaran penduduk di NTB masih didominasi untuk 
konsumsi makanan.“

Bab XVII

Pengeluaran Penduduk “

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Penduduk Provinsi NTB Menurut 
Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 
2015-2018

Rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan penduduk 

NTB tahun 2018 adalah sebesar 

Rp918.199.
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Pengeluaran penduduk NTB yang masih di 
dominasi oleh makanan, dirinci pada tablel 17.1 di 
samping. Pengeluaran paling besar adalah untuk 
konsumsi makanan dan minuman jadi. Rata-rata 
masyarakat NTB mengeluarkan uang sebesar 
Rp166.532 selama sebulan untuk konsumsi 
makanan dan minuman jadi atau sebesar 31,71 
persen dari total pengeluaran makanan. Hal 
ini menunjukkan bahwa masyarakat NTB mulai 
cenderung memilih cara yang praktis untuk 
memenuhi kebutuhan pangannya, yaitu dengan 
membeli makanan dan minuman jadi ketimbang 
membeli bahan-bahan makanan. Pengeluaran 
terbesar berikutnya adalah untuk pembelian padi-
padian, utamanya beras. Masyarakat NTB secara 
rata-rata mengeluarkan uang sebesar Rp77.882 
untuk kebutuhan konsumsi beras dalam satu bulan. 
Kondisi ini sangat wajar karena beras menjadi 
makanan pokok bagi masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Konsumsi terbesar ketiga adalah 
untuk komoditas rokok. Pengeluaran rata-rata 
rumah tangga di NTB untuk konsumsi rokok 
dalam sebulan adalah sebesar Rp51.667. Nilai 
ini terbilang sangat besar, dimana pengeluaran 
untuk rokok ini mencapai 9,84 persen dari total 
pengeluaran makanan per kapita di NTB.

Pengeluaran penduduk NTB untuk kebutuhan 
bukan makanan didominasi untuk keperluan 
konsumsi perumahan dan fasilitas perumahan. 
Pengeluaran rata-rata sebulan untuk kebutuhan 
perumahan dan fasilitas perumahan adalah 
sebesar Rp194.610. Pengeluaran ini bahkan 
mencapai 49,51 persen dari total pengeluaran non 
makanan per kapita masyarakat NTB. Hal ini tentu 
wajar karena tempat tinggal merupakan salah satu 
kebutuhan primer bagi manusia.

Tabel 17.1  Perkembangan Harga Produsen Palawija 
di NTB (Rp/Kw), 2016-2018

Pengeluaran rata-rata untuk 

makanan dan minuman jadi 

dalam sebulan mencapai 

31,71% dari total pengeluaran 

makanan.

Bab XVII

Pengeluaran penduduk NTB untuk kebutuhan makanan didominasi 
untuk keperluan konsumsi makanan dan minuman jadi.“

Pengeluaran Penduduk “

Kelompok Barang Rata-rata
(1) (2)

A. Makanan
1. Padi-padian 77 882
2. Umbi-umbian 2 399
3. Ikan-ikanan 45 733
4. Daging 22 336
5. Telur & Susu 21 836
6. Sayur-sayuran 39 548
7. Kacang-kacangan 11 329
8. Buah-buahan 38 167
9. Minyak & Lemak 12 156
10. Bahan Minuman 14 787
11. Bumbu-bumbuan 10 619
12. Konsumsi Lain 10 099
13. Makanan & Minuman Jadi 166 532
14. Rokok 51 667

B. Bukan Makanan
1. Perumahan & Fasilitas Perumahan 194 610
2. Aneka Barang dan Jasa 93 980
3. Pakaian Alas Kaki & Tutup Kepala 25 255
4. Barang Tahan Lama 45 546
5. Pajak dan Asuransi 20 234
6. Keperluan Pesta 13 483

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
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Perdagangan Besar dan Eceran merupakan 
sektor ekonomi yang menghubungkan produsen 
dengan konsumen dalam suatu transaksi ekonomi. 
Kategori ini sekaligus menciptakan nilai tambah 
berupa margin perdagangan. Naik turunnya 
volume perdagangan sangat ditentukan oleh 
banyaknya barang yang masuk dalam pasaran, 
permintaan pasar, serta lancarnya distribusi 
barang antar wilayah.

Selama periode 2012-2018, nilai tambah 
kegiatan perdagangan besar dan eceran 
terus meningkat seiring meningkatnya level 
perekonomian Provinsi NTB. Pada tahun 2012, nilai 
tambah kategori Perdagangan Besar dan Eceran 
mencapai  Rp9,17 triliun dan terus meningkat 
hingga mencapai Rp17,96 triliun pada tahun 2018.

Perkembangan aktivitas perdagangan di 
NTB selama enam tahun terakhir mengalami 
peningkatan rata-rata sebesar 7,58 persen 
per tahunnya. Walaupun terus meningkat, 
pertumbuhan kategori Perdagangan Besar dan 
Eceran ini cenderung melambat dari tahun 2012 
sebesar 9,53 persen hingga tahun 2018 menjadi 
5,45 persen. Sedangkan kontribusi Perdagangan 
Besar dan Eceran di NTB terhadap perekonomian 
NTB terus meningkat. Pada tahun 2018, kontribusi 
lapangan usaha ini mencapai 14,49 persen dan 
menduduki posisi kedua terbesar setelah kategori 
Pertanian.

Gambar 18.1 Nilai Tambah Bruto Kategori Perdagangan 

Nilai tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran bagi 
perekonomian di NTB terus mengalami peningkatan.“

Bab XVIII

Perdagangan “

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Besar dan Eceran Provinsi NTB (Triliun 
Rp), 2012-2018

Kontribusi kategori Perdagangan 

terhadap Perekonomian NTB di 

tahun 2018 mencapai 14,49% 

dan menduduki posisi kedua 

terbesar.

Gambar 18.2 Laju Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto 
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kategori 
Perdagangan Besar dan Eceran Provinsi 
NTB (persen), 2012-2018
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Salah satu indikator ekonomi yang 
mencerminkan produktivitas perekonomian 
suatu daerah adalah Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai 
tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan 
ekonomi di suatu wilayah pada kurun waktu 
tertentu. PDRB mencakup pendapatan dari 
faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, 
modal, dan kewirausahaan. Penghitungan data 
PDRB yang digunakan mengacu pada dasar yang 
direkomendasikan oleh PBB yang tertuang dalam 
2008 System of National Account (SNA 2008).

PDRB Provinsi NTB pada tahun 2018 
mencapai Rp123,87 triliun dengan pertumbuhan 
ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 
4,56 persen. Walaupun nilai PDRB di NTB 
terus meningkat sejak tahun 2012, namun 
pertumbuhan ekonominya sangat berfluktuatif. 
Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi NTB 
mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 21,76 
persen. Kemudian turun cukup drastis di tahun 
2016 menjadi 5,82 persen. Bahkan di tahun 2018 
pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi 
sebesar 4,56 persen. Fluktuasi perekonomian di 
NTB ini dipengaruhi oleh naik turunnya produksi 
konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral 
Nusa Tenggara di Pulau Sumbawa. Namun apabila 
subkategori pertambangan bijih logam tidak 
diikutsertakan maka pertumbuhan ekonomi 
NTB cenderung lebih stabil. Di tahun 2018, 
pertumbuhan ekonomi NTB tanpa pertambangan 
sebesar 3,08 persen. Namun hal tersebut tidak bisa 
dijadikan acuan dalam rencana pembangunan, 
karena pertambangan tersebut berada di NTB dan 
tetap berpengaruh terhadap keadaan sosial dan 
ekonomi masyarakat NTB itu sendiri.

Tabel 19.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 
NTB (Triliun Rp), 2012-2018 

Bab XIX

Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 tercatat sebesar 
-4,56 persen.“

Pendapatan Regional “

Tahun ADH
Berlaku

ADH
Konstan

Pertumbuhan 
(%)

(1) (2) (3) (4)
2012 69,02 66,34 -1,54
2013 73,62 69,77 5,16
2014 81,62 73,37 5,17
2015 105,66 89,34 21,76
2016 116,46 94,52 5,81

2017* 123,86 94,64 0,12
2018** 123,87 90,32 -4,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tabel 19.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 
NTB Tanpa Subkategori Pertambangan 
Bijih Logam (Triliun Rp), 2012-2018

Tahun ADH
Berlaku

ADH
Konstan

Pertumbuhan 
(%)

(1) (2) (3) (4)
2012 60,85 57,52 5,52
2013 65,98 60,64 5,42
2014 74,89 64,45 6,28
2015 84,63 68,63 6,49
2016 93,36 72,72 5,95

2017* 103,28 77,88 7,11
2018** 110,32 80,29 3,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

NTB mencapai 

pertumbuhan ekonomi 

tertinggi pada tahun 2015 

yaitu sebesar 21,76%.
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Struktur perekonomian suatu daerah 
mencerminkan kekuatan sekaligus ketergantungan 
daerah bersangkutan terhadap kategori tertentu. 
Berdasarkan nilai PDRB, sebelum tahun 2011 
kontribusi Pertambangan dan Penggalian menjadi 
yang paling utama dan kemudian di posisi kedua 
adalah sektor Pertanian. Namun sejak tahun 
2011, kontribusi Pertanian menjadi yang paling 
besar yaitu sebesar 23,31 persen, mengalahkan 
Pertambangan dan Penggalian (20,16 persen).

Hingga tahun 2018, kategori Pertanian 
masih menjadi penyumbang terbesar dalam 
perekonomian NTB dengan share sebesar 23,40 
persen dan disusul oleh kategori Perdagangan 
Besar dan Eceran dengan kontribusi sebesar 
14,49 persen. Kemudian kategori Perdagangan 
Besar dan Eceran turun menjadi posisi ketiga 
dengan kontribusi sebesar 13,98 persen. Kategori 
yang memiliki kontribusi terkecil adalah kategori 
Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan 
Air, dengan share terhadap perekonomian NTB 
masing-masing sebesar 0,08 persen.

Gambar 19.1 Nilai Tambah Bruto Kategori Perdagangan 

Kategori Pertanian menjadi kategori yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap perekonomian NTB.“

Bab XIX

Pendapatan Regional “

Besar dan Eceran Provinsi NTB (Triliun 
Rp), 2012-2018

Kontribusi sektor Pertanian 

terhadap perekonomian NTB 

tahun 2018 adalah sebesar 

23,40% dan menjadi yang 

terbesar dalam kue ekonomi 

NTB.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
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Keterangan:
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya
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PDRB dapat dihitung dari sisi konsumsi atau 
penggunaan. Berbeda dengan PDRB menurut 
Lapangan Usaha yang tergolong menjadi 17 
kagetori, PDRB menurut Penggunaan dibagi 
menjadi 8 sektor utama. Penggunaan terbesar 
pada tahun 2018 adalah untuk Konsumsi Rumah 
Tangga dengan bagian sebesar 63,80 persen. 
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau 
lebih dikenal dengan sebutan investasi mendapat 
alokasi sebesar 38,14 persen. Sedangkan 
pemerintah yang berperan sebagai stabilisator 
perekonomian menggunakan 15,96 persen dari 
total PDRB untuk kegiatannya. Besar Net Ekspor 
Antar Daerah bernilai -24,32 persen, artinya 
nilai ekspor masih lebih rendah dari nilai impor. 
Perubahan inventori menjadi kategori yang 
mendapat alokasi PDRB terkecil, yaitu hanya 
sebesar 0,71 persen.

PDRB per kapita merupakan rata-rata 
pendapatan tiap penduduk di suatu wilayah 
selama satu tahun. PDRB per kapita atas dasar 
harga berlaku penduduk NTB selalu meningkat 
setiap tahunnya. Pada tahun 2018 PDRB per kapita 
di NTB menurun, dari Rp24,99 juta di tahun 2017 
menjadi Rp24,71 juta. Artinya, pada tahun 2018 
pendapatan tiap penduduk NTB secara rata-rata 
mencapai Rp24,71 juta per tahun.

Gambar 19.2 Komposisi Penggunaan PDRB Provinsi 
NTB (persen), 2018

Bab XIX

Penggunaan PDRB terbesar tahun 2018 adalah untuk Kon-
sumsi Rumah Tangga dengan alokasi sebesar 63,80 persen.“

Pendapatan Regional “

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tabel 19.3 PDRB Per Kapita Provinsi NTB (Juta 
Rupiah), 2012-2018

Tahun PDRB Per Kapita
(1) (2)

2012 14,85
2013 15,63
2014 17,10
2015 21,85
2016 23,79

2017* 24,99
2018** 24,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

NTB mencapai 

pertumbuhan 

ekonomi 

tertinggi pada 

63,80

1,67

15,96

38,14

0,71

8,16

4,11

-24,32

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi LNPRT

Konsumsi Pemerintah

PMTB

Perubahan Inventori

Ekspor Luar Negeri

Impor Luar Negeri

Net Ekspor

tahun 2015 yaitu sebesar 

21,76%.
Keterangan:  * Angka Sementara   ** Angka Sangat Sementara
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Dengan visi “NTB Gemilang”, Provinsi NTB 
diharapkan mampu menunjukkan performa 
terbaiknya dalam perekonomian maupun 
pemerintahan. Provinsi NTB diharapkan dapat 
memberikan peran yang tidak kalah pentingnya 
dibandingkan provinsi lain di Indonesia. 
Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya 
manusia menjadi modal dasar dalam mewujudkan 
visi tersebut. Perekonomian suatu wilayah salah 
satunya dicerminkan dengan besaran PDRB. 
Selama lima tahun terakhir, PDRB Provinsi Bali, 
NTB, dan NTT terus mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2018, PDRB NTB mencapai Rp123,87 triliun. 
Nilai ini masih rendah dibandingkan Provinsi Bali 
yang mampu mencapai nilai PDRB hingga RP234,43 
triliun, namun masih lebih tinggi dibandingkan 
Provinsi NTT dengan PDRB sebesar Rp99,09 triliun. 
Begitu juga dengan nilai PDRB per kapita, NTB juga 
berada diantara Bali dan NTT. Pada tahun 2018, 
PDRB per kapita NTB adalah sebesar Rp24,71 juta. 
Nilai ini hanya setengah dari PDRB per kapita Bali 
yang mencapai Rp54,62 juta. Sedangkan PDRB per 
kapita NTT hanya bernilai sepertiga dari Bali, yaitu 
sebesar Rp18,45 juta.

Kontribusi PDRB NTB terhadap PDB Indonesia 
pada tahun 2018 sebesar 0,83 persen. PDRB 
Bali memberikan kontribusi sebesar 1,56 persen 
terhadap PDB Indonesia, sedangkan PDRB 
NTT berkontribusi sebesar 0,66 persen. Sangat 
disayangkan kontribusi PDRB NTB terhadap PDB 
Indonesia sejak tahun 2017 lalu hingga tahun 
2018 ini terus mengalami penurunan. Berbeda 
dengan kontribusi PDRB Bali yang terus meningkat 
setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi PDRB NTT 
cenderung stagnan sejak tahun 2016.

Tabel 20.1 Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB Per 

Kondisi perekonomian NTB berada di antara Provinsi Bali 
dan NTT.“

Bab XX

Perbandingan Regional“

Kapita Provinsi Bali, NTB dan NTT, 2014-
2018

PDRB per kapita 

NTB bernilai 

separuh dari 

PDRB per kapita 

Provinsi Bali.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Uraian 2014 2015 2016 2017* 2018**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PDRB ADHB (Triliun Rp)
Bali 156,40 176,41 194,09 213,55 234,43
NTB 81,62 105,67 116,46 123,86 123,87
NTT 68,50 76,12 83,74 90,76 99,09

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 
Bali 38,10 42,48 46,21 50,28 54,62
NTB 17,10 21,85 23,79 24,99 24,71
NTT 13,60 14,87 16,09 17,16 18,45

Gambar 20.1 Kontribusi PDRB Provinsi Bali, NTB, dan 
NTT Terhadap PDB Indonesia (persen), 
2014-2018

1,46 1,51 1,54 1,55 1,56 

0,76 0,91 0,92 0,90 0,83 

0,64 0,65 0,66 0,66 0,66 

2014 2015 2016 2017* 2018**

Bali NTB NTT

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:  * Angka Sementara   ** Angka Sangat Sementara
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Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama 
lima tahun terakhir sangat fluktuatif, tidak 
seperti Provinsi Bali dan NTT yang cenderung 
stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2015, NTB 
mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi 
dengan nilai hingga 21,76 persen. Namun pada 
tahun 2018, pertumbuhan ekonomi justru 
menjadi yang terendah bahkan mengalami 
kontraksi sebesar 4,56 persen. Sedangkan Bali 
dan NTT masih stabil dengan pertumbuhan 
ekonomi masing-masing sebesar 6,35 persen 
dan 5,13 persen. Pertumbuhan ekonomi di NTB 
yang sangat fluktuatif ini dipengaruhi oleh sektor 
pertambangan yaitu berupa tambang bijih logam 
dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Petani di Bali, NTB, dan NTT pada tahun 
2018 mengalami surplus, hal ini terlihat dari Nilai 
Tukar Petani (NTP) yang bernilai lebih dari 100. 
NTP NTB di tahun 2018 merupakan yang paling 
tinggi diantara tiga provinsi tersebut, dengan nilai 
sebesar 108,37. Namun Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) tahun 2018 di NTB justru menjadi 
yang paling tinggi dibandingkan Bali dan NTT. TPT 
NTB tahun 2018 mencapai 3,72 persen, masih 
lebih tinggi dibanding TPT Bali yang hanya sebesar 
1,37 persen dan TPT NTT sebesar 3,01 persen.

Sedangkan persentase penduduk miskin NTB 
tahun 2018 berada di posisi kedua, dengan nilai 
sebesar 14,75 persen. Di Provinsi Bali hanya ada 
4,01 persen penduduk miskin, jauh lebih rendah 
dibandingkan NTB, dan ada sebanyak 21,35 
persen penduduk miskin di Provinsi NTT. Begitu 
juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
dimana NTB berada di antara Bali, yang sudah 
memasuki level tinggi, dan NTT.

Gambar 20.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, 
NTB, dan NTT (persen), 2014-2018

Bab XX

Pertumbuhan ekonomi NTB sangat fluktuatif dibandingkan 
Bali dan NTT yang cenderung stabil setiap tahunnya.“

Perbandingan Regional “

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tabel 20.2 PDRB Per Kapita Provinsi NTB (Juta 
Rupiah), 2012-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

6,73 6,03 6,33 5,57 6,35 
5,17 

21,76 

5,81 

0,12 

(4,56)

5,05 4,92 5,12 5,11 5,13 

2014 2015 2016 2017* 2018**

Bali NTB NTT

Uraian Bali NTB NTT
(1) (2) (3) (4)

NTP 103,48 108,37 105,86
TPT (%) 1,37 3,72 3,01

Penduduk Miskin (%) 4,01 14,75 21,35
IPM 74,77 67,30 64,39

Nilai TPT NTB 

paling tinggi 
dibanding Bali dan 

NTT.
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Lampiran 2. Jumlah PNS/CPNS di Provinsi NTB Menurut  Satuan Kerja dan 

Sumber: BKD dan Diklat Provinsi NTB

Uraian Setwan & Setda Lembaga Daerah Dinas-Dinas
(1) (2) (3) (4)

Laki-laki 413 1 165 7 059
Perempuan 204 1 123 4 475

Jumlah 617 2 288 11 534

Jenis Kelamin, 2019
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Lampiran 3. Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kelompok Umur 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Uraian Laki-Laki Perempuan
(1) (2) (3)
0-4 253 677 244 636
5-9 255 425 245 856

10-14 242 817 231 607
15-19 228 626 218 821
20-24 214 873 212 990
25-29 190 914 210 542
30-34 173 426 209 379
35-39 165 994 203 108
40-44 158 349 183 850
45-49 141 349 159 749
50-54 118 077 131 957
55-59 96 676 107 389
60-64 74 742 81 269
65-69 52 039 56 438
70-75 33 893 39 356
75+ 32 854 43 009

Jumlah 2 433 731 2 579 956

dan Jenis Kelamin, 2018

Lampiran 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat 

Tahun TPAK TPT
(1) (2) (3)

2012 65,93 5,23
2013 65,42 5,30
2014 66,63 5,75
2015 66,54 5,69
2016 71,57 3,94
2017 68,49 3,32

2018* 65,91 3,72

Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB Kondisi Agustus 
(persen), 2012-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

*) data belum termasuk Kabupaten Lombok Utara
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Lampiran 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB Berdasarkan 

Uraian 2017 2018*
(1) (2) (3)
SD 1,33 2,35

SMP 4,39 3,49
SMA 6,43 6,52
SMK 9,67 5,52

DI/DII/DIII 3,00 8,39
PT 2,73 2,88

Pendidikan Kondisi Agustus (persen), 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

*) data belum termasuk Kabupaten Lombok Utara

Lampiran 6. Perkembangan Persentase Pekerja Formal dan Informal Provinsi 

Uraian Formal Informal
(1) (2) (3)

2013 24,51 75,49
2014 25,87 74,13
2015 26,80 73,20
2016 26,89 73,11
2017 26,38 73,62

2018* 28,22 71,78

NTB (persen), 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

*) data belum termasuk Kabupaten Lombok Utara

Lampiran 7. Persentase Pekerja Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha 

Uraian 2017 2018*
(1) (2) (3)

Pertanian 35,81 33,48
Industri 12,04 12,38

Konstruksi 7,41 6,91
Perdagangan 18,35 20,33

Akomodasi Makan Minum 4,71 4,24
Jasa Pendidikan 5,26 5,49

Lainnya 16,43 17,17

Utama (persen), 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

*) data belum termasuk Kabupaten Lombok Utara
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Lampiran 8. Jumlah Remitan yang Diterima Provinsi NTB Melalui Bank 

Negara Remitansi Persentase
(1) (2) (3)

Saudi Arabia 184 969 186 516,59 53,29
Uni Emirat Arab 14 805 711 657,17 4,27

Kuwait 3 716 042 542,00 1,07
Qatar 2 939 069 983,01 0,85
Korea 487 346 325,54 0,14

Malaysia 11 083 680 795,15 3,19
Filipina 20 570 680,00 0,01

Hongkong 686 556 546,61 0,20
Jepang/Tokyo 5 113 238 030,29 1,47

Singapore 1 489 231 574,98 0,43
Negara lain 121 765 071 537,34 35,08

Indonesia Berdasarkan Asal Negara, 2018

Sumber: Bank Indonesia Kantor Wilayah NTB

Lampiran 10. Angka Putus Sekolah Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, 

Uraian 2017 2018*
(1) (2) (3)

SD/sederajat 1,01 0,24
SMP/sederajat 1,05 0,52
SMA/sederajat 4,79 3,21

2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas di Provinsi NTB 
Menurut Ijazah/STTB yang Dimiliki, 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Uraian 2017 2018*
(1) (2) (3)

Tidak punya ijazah  21,72 30,62
SD/MI  26,65 20,39

SLTP/MTs  19,44 18,77
SLTA/MA  24,39 18,46

SMK/MAK - 2,61
Akademi/Diploma  1,31 1,8

Universitas  6,50 7,34
*) data belum termasuk Kabupaten Lombok Utara

http
s:

//n
tb

.b
ps.g

o.id



55
Statistik Daerah Prov insi Nusa Tenggara Barat 2019

Lampiran 11. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota 

Wilayah 2017 2018
(1) (2) (3)

Lombok Barat  6,15  6,16 
Lombok Tengah  5,95  5,96 
Lombok Timur  6,32  6,45 

Sumbawa  7,54  7,72 
Dompu  8,11  8,12 

Bima  7,58  7,59 
Sumbawa Barat  8,18  8,24 
Lombok Utara  5,54  5,81 
Kota Mataram  9,32  9,43 

Kota Bima  10,14  10,30 
NTB  6,90  7,03 

(tahun), 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 12. Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di NTB, 2018

Jenjang Pendidikan 2018
(1) (2)
SD 13,10
SLB 5,14
SMP 9,74
SMA 11,50
SMK 10,69

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran 13. Persentase Ruang Kelas Baik Provinsi NTB Menurut Jenjang 

Uraian SD/sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat
(1) (2) (3) (4)

2014/2015 20,26 23,66 41,59
2015/2016 21,59 25,40 42,07
2016/2017 23,49 26,13 40,03
2017/2018 23,21 24,77 39,16
2018/2019 23,31 18,29 29,36

Pendidikan (persen), 2014-2018

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
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Lampiran 14. Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun 

Uraian 2018
(1) (2)

<=16 15,76
17-18 23,22
19-20 24,14
21+ 36,88

Total 100,00

Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di NTB, 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 15. Angka Kesakitan (Morbiditas) Provinsi NTB, 2014-2018

Uraian 2018
(1) (2)

2014 19,27
2015 20,77
2016 20,81
2017 18,03
2018 17,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 16. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah 

Uraian 2018
(1) (2)

Milik Sendiri 85,48
Kontrak/Sewa 3,47
Bebas Sewa 10,40

Dinas/Lainnya 0,65
Total 100,00

di Provinsi NTB (persen), 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
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Lampiran 17. Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Fasilitas Buang 

Uraian 2018
(1) (2)

Sendiri 66,50
Bersama 16,38

Tidak Ada 17,12
Total 100,00

Air Besar, 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju 
Pertumbuhannya Provinsi NTB, 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Uraian IPM Laju (%)
(1) (2) (3)

2011 62,14 1,60
2012 62,98 1,34
2013 63,76 1,23
2014 64,31 0,88
2015 65,19 1,36
2016 65,81 0,95
2017 66,58 1,17
2018 67,30 1,08

Lampiran 19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/
Kota, 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Uraian 2017 2018
(1) (2) (3)

Lombok Barat 66,37 67,18
Lombok Tengah 64,36 65,36
Lombok Timur 64,37 65,35

Sumbawa 65,84 66,77
Dompu 66,33 66,97

Bima 65,01 65,62
Sumbawa Barat 70,08 70,71
Lombok Utara 63,04 63,83
Kota Mataram 77,84 78,43

Kota Bima 74,36 75,04
NTB 66,58 67,30
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Lampiran 20. Nilai PDRB ADH Berlaku dan Kontribusi Kategori Pertambangan 
dan Penggalian NTB Terhadap Perekonomian NTB, 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun PDRB ADHB (triliun rupiah) Kontribusi (persen
(1) (2) (3)

2011 13,75 20,16
2012 10,18 14,75
2013 9,84 13,36
2014 9,23 11,31
2015 23,82 22,55
2016 26,23 22,52

2017* 24,11 19,46
2018** 17,32 13,98

Lampiran 21. Produksi, Distribusi, dan Jumlah Listrik Terjual di NTB (juta 

Uraian Produksi Distribusi Terjual
(1) (2) (3) (4)

2014 1 492 1 422 1 291
2015 1 558 1 544 1 402
2016 1 832 1 731 1 591
2017 1 896 1 795 1 678
2018 1 993 1 896 1 777

Kwh), 2014-2018

Sumber: PT PLN Persero Wilayah NTB

Lampiran 22. Nilai PDRB ADH Berlaku dan Kontribusi Kategori Industri 
Pengolahan Provinsi NTB Terhadap Perekonomian NTB, 2011-
2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun PDRB ADHB (triliun rupiah) Kontribusi (persen
(1) (2) (3)

2011 3,30 4,84
2012 3,45 5,00
2013 3,60 4,89
2014 3,82 4,68
2015 4,06 3,07
2016 4,51 3,87

2017* 4,92 3,97
2018** 5,11 4,12

Keterangan: *) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara
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Lampiran 23. Nilai PDRB ADH Berlaku dan Kontribusi Kategori Konstruksi 
Provinsi NTB Terhadap Perekonomian NTB, 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun PDRB ADHB (triliun rupiah) Kontribusi (persen
(1) (2) (3)

2011  9,04 
2012  9,29 
2013  9,20 
2014  9,44 
2015  8,37 
2016  8,49 

2017*  8,85 
2018**  9,51 

Lampiran 24. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor 
Konstruksi di NTB (Orang), 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun Pekerja
(1) (2)

2011 89 284
2012 93 972
2013 106 885
2014 104 864
2015 156 641
2016 154 212
2017 171 694
2018 148 826

Keterangan: *) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara
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Lampiran 25. Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLM) Hotel Bintang dan Non 
Bintang Provinsi NTB (hari), 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun Bintang Non Bintang
(1) (2) (3)

2014  2,40  1,74 
2015  2,16  1,61 
2016  1,79  2,06 
2017  2,06  1,74 

2018*  2,23  1,79 

*) data belum termasuk Kabupaten Lombok Utara

Lampiran 26. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Provinsi NTB Menurut 

Bulan Bintang Non Bintang
(1) (2) (3)

Januari  37,91  22,87 
Februari  40,60  25,64 
Maret  51,32  31,75 
April  52,49  29,44 
Mei  54,06  29,17 
Juni  46,56  28,20 
Juli - - 

Agustus  28,18  16,48 
September  34,85  19,91 

Oktober  39,21  21,48 
November  38,24  23,41 
Desember  40,53  24,01 

Bulan (persen), 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 27. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di 
NTB (ribu orang), 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun Mancanegara Nusantara
(1) (2) (3)

2013 566 792
2014 752 877
2015 1 061 1 149
2016 1 404 1 690
2017 1 430 2 079
2018 1 205 1 608
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Lampiran 28. Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Jenis Permukaan, 2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

Rincian Panjang Jalan (km)
(1) (2)

Diaspal 1 294,72
Kerikil  28,76
Tanah 35,92

Tidak Dirinci 125,03
Jumlah 1 484,43

Lampiran 29. Panjang Jalan Provinsi NTB Menurut Kondisi Permukaan, 2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

Rincian Panjang Jalan (km)
(1) (2)

Baik 1 029,00
Sedang 212,73

Rusak Ringan 2,20
Rusak Berat 115,48
Tidak Dirinci 125,03

Jumlah 1 484,43

Lampiran 30. Jumlah Penumpang yang Datang Melalui Angkutan Udara 
Menurut Kedatangan Domestik dan Internasional, 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Penumpang (orang) 2017 2018
(1) (2) (3)

Domestik 1 827 578 1 901 101
Internasional 162 313 140 757

Jumlah 1 989 891 2 041 858
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Lampiran 31. Perkembangan Inflasi Provinsi NTB, Kota Mataram, dan Kota 

Uraian Kota Mataram Kota Bima Provinsi NTB
(1) (2) (3) (4)

2011 6,38 7,19 6,55
2012 4,10 3,61 3,99
2013 9,27 10,42 9,51
2014 7,18 7,37 7,23
2015 3,25 4,11 3,41
2016 2,47 3,11 2,61
2017 3,59 4,08 3,70
2018 3,15 3,22 3,16

Bima (persen), 2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 32. Perkembangan Inflasi Per Bulan di Provinsi NTB dan Indonesia 

Bulan NTB Indonesia
(1) (2) (3)

Januari 0,47 0,62
Februari 0,43 0,17
Maret -0,24 0,20
April 0,37 0,10
Mei -0,28 0,21
Juni 0,76 0,59
Juli* 0,64 0,28

Agustus -0,10 -0,05
September -0,28 -0,18

Oktober 0,40 0,28
November 0,34 0,27
Desember 0,62 0,62

Selama Tahun 2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 33. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Provinsi NTB 
Menurut Kelompok Pengeluaran (rupiah), 2015-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun Makanan Non Makanan
(1) (2) (3)

2015 355 034 313 465
2016 410 112 350 529
2017 457 616 363 436
2018 525 091 393 108
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Lampiran 34. Nilai PDRB ADH Berlaku dan Kontribusi Kategori Perdagangan  
Besar dan Eceran Provinsi NTB Terhadap Perekonomian NTB, 
2011-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Tahun PDRB ADHB (triliun rupiah) Kontribusi (persen
(1) (2) (3)

2011 9,17
2012 10,03
2013 11,57
2014 12,96
2015 14,51
2016 16,39

2017* 17,96
2018** 5,11

Keterangan: *) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lapangan Usaha PDRB ADHB Share Laju
(1) (2) (3) (4)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,98  23,40 1,65
Pertambangan dan Penggalian 17,32  13,98 -33,71
Industri Pengolahan 5,11  4,12 1,33
Pengadaan Listrik dan Gas 0,10  0,08 1,55
Pengadaan Air 0,10  0,08 -3,64
Konstruksi 11,77  9,51 2,41
Perdagangan Besar dan Eceran; dan 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,96  14,49 5,45

Transportasi dan Pergudangan 9,34  7,54 2,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
MInum 2,66  2,15 -4,59

Informasi dan Komunikasi 2,46  1,98 5,41
Jasa Keuangan 4,69  3,79 6,77
Real Estate 4,10  3,31 4,66
Jasa Perusahaan 0,23  0,18 5,08
Administrasi Pemerintahan, Pertah-
anan, dan Jaminan Sosial Wajib 7,82  6,31 1,03

Jasa Pendidikan 6,12  4,94 5,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,45  1,98 8,08
Jasa Lainnya 2,67 2,15 5,33

Lampiran 35. Nilai PDRB ADHB (triliun rupiah) Provinsi NTB, Share, dan Laju 
Pertumbuhan (persen) Menurut Lapangan Usaha, 2018
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Lampiran 36. Komposisi Penggunaan PDRB Provinsi NTB (persen), 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Komponen 2017* 2018**
(1) (2) (3)

Konsumsi Rumah Tangga 63,80  60,78 
Konsumsi LNPRT 1,67  1,46 

Konsumsi Pemerintah 15,96  15,92 
PMTB 38,14  35,53 

Perubahan Inventori 0,71  0,80 
Ekspor Luar Negeri 8,16  14,14 
Impor Luar Negeri 4,11  3,15 

Net Ekspor -24,32  -25,48

Keterangan: *) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Lampiran 37. Kontribusi PDRB Provinsi Bali, NTB, dan NTT Terhadap PDB 

Tahun Bali NTB NTT
(1) (2) (3) (4)

2014  1,46  0,76  0,64 
2015  1,51  0,91  0,65 
2016  1,54  0,92  0,66 

2017*  1,55  0,90  0,66 
2018**  1,56  0,83  0,66 

Indonesia (persen), 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Lampiran 38. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, NTB, dan NTT (persen), 

Tahun Bali NTB NTT
(1) (2) (3) (4)

2014  6,73  5,17  5,05 
2015  6,03  21,76  4,92 
2016  6,33  5,81  5,12 

2017*  5,57  0,12  5,11 
2018**  6,35 -4,56  5,13 

2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
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